
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 136 TAHUN 2020 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi 2020-2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 256);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020

Nomor 212);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur

Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024. 
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KESATU : Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 

sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Untuk pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

2020-2024 berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, 

terintegrasi, dan berkelanjutan, akan disusun Rencana Kerja 

Tahunan dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi 

sesuai dengan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap 

tahun sejak berlakunya Keputusan ini. 

KETIGA : Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 agar masing-masing 

pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan pengawasan 

secara ketat dan berkesinambungan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  19 Oktober 2020 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

LUHUT B. PANDJAITAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI 

Kepala Biro Hukum, 

Budi Purwanto  

NIP. 19640215 199003 1 002 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! 

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN 

INVESTASI NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR 

BIDANG KEMARITIMAN DAN JNVESTASI 

TAHUN 2020-2024 

ROAD MAP REFORMASI BIRO KRAS! KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2020-2024 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 

Reformasi Birokrasi Nasional sudah mencapai periode ketiga dari 3 (tiga) 

periode yang dicanangkan sejak tahun 2010. Di akhir rnasa Reformasi Birokrasi 

Nasional dalam 3 (tiga) periode tersebut diharapkan dapat mencapai bentuk 

birokrasi yang berkelas dunia ( World Class Bureaucracy) yang dicirikan dengan 

birokrasi yang melayani publik dengan prima dan efisiensi serta efektivitas 

pelaksanaan birokrasi. Dalam pelaksanaannya, capaian Reformasi Birokrasi 

secara nasional setiap periode terdapat pe-ningkatan capaian Reformasi 

Birokrasi Nasional untuk meningkatkan kinerja pemerintahan menuju 

pemerintahan yang berkelas dunia. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya diarahkan agar 

setiap instansi pemerintah dapat mempercepat tercapainy'a tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025. Untuk pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 

2010-2025
1 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) diberikan mandat untuk menyusun dan 

menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional setiap 5 (lima) tahun. Pada 

periode terakhir pelaksanaan operasional GDRB 2010-2025
1 

Kementerian 

PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

---------------- -------------- -
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Birokrasi 2020-2024. Diharapkan, GDRB 2010-2025 dan Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap 

Kementerian/Lembaga clan Pemerintah Daerah dalam menyusun Road Map 
. . 

mas1ng-mas1ng dalam pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi di 

Kementerian/Lembaga clan Pemerintah Daerah. 

Gambar 1. 

Grand Design Reformasi Birokrasi 

Pengii•tan lima: tahu:n pgrtam.a 

(2010-2014) 

: Penguatan blrokrasi pemerir,t;,h dolam 
: rangke: mew�J11dk.ln pemerintohan YJIIII,' 
: ber�h dan bebas KKfJ, �apai\tas clan 
: akurrtabllitas �lnerja blrokn;sl, d1m 
· rr.enirrgketkan l:m1l<ta1 �la\f8na'I p11bllk 
: kepada rraavarakin. 

PEMER!Nl AHAN KE LAS DUIIIIA 

PsngUatan lirn.13< tahun kedua 

tZOlS-2019) 

!mp!emen!3�l MSl�haiil yar.g iudah 
dic�pai Jl'ld" li= !ahi.11> Ptrnlm&, jup 
melanjl!:l�arr upa-1a )'<'"& bef11m dkapai 
poda llma tahun pertama oad� b!-rha;r,il 
kcrr.penenstrate�s bTrohasl pfmul�,t�h. 

® 
Pl!!nguatan lima tahun ketlga 

(2020-2024! 

Pen1rigk;;t,,n ,e-c:rn1 ten,$...,,.,enero� 
J,.apa;�;;� l,ircl<ra5i �1,agal keiarjut,m derl 
iel�!'la:.i birokrasi pada limn tahun 
!<eliua, u�iuk mewujucllrn11 pe=rlnl�hari 
kel�; dunl�. 

setiap 

Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi 

Birokrasi mendesak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk terns 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set 

harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan 

perfonna/kinerjanya. 

Dalam Road Map Refonnasi Birokrasi Nasional 2020-2024, asas yang 

akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa 

upaya Reforrnasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah 

tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas 

perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya 

dan tantangan yang dihadapi. 
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Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 disusun untuk 

membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan arahan Presiden tentang Reformasi 

Birokrasi. 

Melalui Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020-2024 diharapkan 

mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

kapabel sehingga dapat melayani secara cepat, tepat, prof esional serta bersih 

dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tujuan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik 

dan bersih. Dari tujuan dan hasil yang ingin dicapai tersebut, terdapat 3 (tiga) 

rumusan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional dalam RMRB 2020-2024 

yaitu: 

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

2. Birokrasi yang Kapabel

3. Pelayanan Publik yang Prima

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut diyakini 

merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi dan 

juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi 

periode se belumnya. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi 

periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. 

Gambar 2. 

Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi Antar Periode 

Sasaran RB 2010-

2014 

Pemerint.ih.in yang 
bersih dan bebas KKN 

Meningkatkan 
l<ualitas pelayanan 
publrk kepada 
masyarakat 

Meningkatkan 
kapasitas dan 

akuntabilitas kineria 
birokrasi 

Sasaran RB 201S-

2019 

Birokrasi yang bersih 
dan akuntabel 

Birokrasi yang efektif 
dan efisien 

Birokrasi yang 
mempunyai 
pel'ayanan publik 
yang berkualitas 

-

Sasaran RB 2020-

2024 

Birokrasi yang bersih 
dan akuntabel 

Birokrasf yang 
kapabel 

Pelayanan publik yang 
prfma 
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1.2. Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

1.2.1 Visi 

Visi adalah keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu lembaga. Ini 

adalah kondisi ideal, yang mungkin sulit dicapai, tetapi harus diwujudkan 

melalui pelaksanaan misi yang tepat. 

Menteri/Pirnpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi 

Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan 

Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 

Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 

pada tanggal 14 November 2019. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 

adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". 

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan bidang 

kemaritiman dan investasi, rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Invetasi (Kemenko Marves) yang ditetapkan melalui. Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Kema_ritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 

yaitu: 

Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia 

Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" 

Visi Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi 

Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri clan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah 

RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung 

mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu 

adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/ atau menjadi 

rujukan dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita 

bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut. Untuk menjadi pusat 

peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter 

bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar 

di samping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus 

demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang 

ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. 
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1.2.2. Misi 

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita masa depan. Misi diperlukan 

untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan 

segala usaha dan/ atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan 

visi. Sehubungan dengan visi terse but di atas, maka dalam mewujudkan 9 Misi 

Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko 

Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden 

Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pernbangunan Indonesia 5 

(lima) tahun kedepan, yaitu: 

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

Kelima Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi 

Kemenko Marves yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda 

pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan 

investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara 

maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional. 

Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi 

dan permasalahan kemari timan dan investasi yang ada serta arah pem bangunan 

nasional, tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah: 

1. Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan

berdaulat;

2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai

penggerak utama perekonomian nasional;

3. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian

luhur;

4. Meningkatkan tata kelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam

mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Tujuan ini menggambarkan secara kualitatif clan luas serta berjangka 

panjang mengenai kondisi kemaritiman dan investasi Indonesia di rnasa 

mendatang. Pernyataan ini juga mempertegas visi pembangunan kemaritiman 

dan invetasi yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya. 
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Tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi sebagaimana tersebut di 

atas, dapat dicapai apabila terjadi kondisi sebagai berikut: 

L Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang mandiri, 

yaitu negara maritim yang disegani dan memiliki pengaruh kuat di forum 

internasional, yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan 

mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan 

mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan bernegara, 

tan pa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling menguntungkan 

dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai dengan tingginya 

peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, minimnya pelanggaran 

kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban dari bencana/kecelakaan 

di laut. 

2. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat
1 

yang

ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang

didukung dengan program dan kebijakan investasi unggul (menarik, zero

risk, kemudahan usaha bagi investor), infrastruktur dan konektivitas

maritim yang maju dan seimbang antar kawasan
1 

sistem logistik maritim

yang efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah

tinggi, dan berkembangnya industri, serta jasa maritim berbasis teknologi

maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB

kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.

3. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju, yang

memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi inaritim, sumber daya

manusia yang inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung

tinggi budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain

itu, daya saing bangsajuga ditandai oleh kemampuan menyediakan sumber

daya termasuk penyediaan modal pembangunan dalam bentuk pendanaan,

kelembagaan dan sis tern tata kelola laut yang baik (good ocean governance).

4. Negara kepulauan Indonesia saat ini sudah menunjukan sebagai negara

potensial bagi investor asing untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukan dari

meningkatnya atau tumbuhnya Foreign Direct Investment (FDI) sebesar

Rp.423, 1 triliun di sepanjang Tahun 2019. Realisasi itu menyumbang 52,3%

dari total investasi di tahun lalu yang sebesar Rp.809,6 triliun.
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1.2.3. Tugas dan Fungsi Kemenko Marves 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Kemenko 

Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang kemaritiman dan investasi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemenko Marves 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, clan pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

kemaritiman dan investasi;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lernbaga terkait dengan

isu di bidang kemaritiman dan investasi;

c. Pengelolaan clan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman

clan investasi;

d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah

diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;

e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman clan investasi yang tidak dapat

diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan

terlaksananya keputusan dimaksud;

f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kemenko Marves;

g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, clan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko

Marves;

h, Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan 

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman 

Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 

telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam ha! tata kelola 

pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko 

Bidang Kemaritman). Beberapa aspek yang bersifat implementatiftelah dipotret 

ketercapaiannya, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan Road Map 

Reformasi Birokrasi Kemenko Marves periode 2020-2024. 

Aspek yang ditinjau di antaranya kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, 

area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi, 

implementasi program Reformasi Birokrasi, serta ketercapaian sasaran melalui 

indikator atau alat ukur masing-masing. 

Dalam pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman, sejak dimulai 

pada tahun 2015 (efektif dilaksanakan pada 2016), pelaksanaan pengelolaan 

RB masih dipimpin oleh unit struktural setingkat eselon III yaitu Bagian 

Pengelolaan Reformasi Birokrasi. Kemudian pada tahun 2019 terjadi 

restrukturisasi organisasi lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator yang 

mana tugas fungsi pelaksanaan pengelolaan RB berada pada unit eselon III 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Implikasi dari perubahan kebijakan ini, 

perlu dilakukan penyiapan kembali dokumen dasar pelaksanaan dari 8 

(delapan) area perubahan RB. Dimulai dari area perubahan Manajemen 

Perubahan hingga area perubahan Pelayanan Publik. 

Kemenko Bidang Kemaritiman berupaya untuk memenuhi segala 

dokumen administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. Kelompok Kerja {Pokja) Reformasi Birokrasi Pusat dan 

Pokja RB Unit turut berperan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada 

Kemenko Bidang Kemaritiman. 

Kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokasi di lingkup Kemenko 

Bidang Kemaritiman pada periode pertama sebagai Kementerian barn 

dikategorikan baik dengan perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kenaikan indeks Reformasi Birokrasi selama 5 tahun terakhir 
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yaitu tahun 2015 dengan indeks 40, tahun 2016 indeks 60,34, tahun 2017 

indeks 62,82, tahun 2018 indeks 65,95, tahun 2019 indeks 69,13. 

Pad a tahun 2019, ke bijakan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak lagi hanya di level 

Kementerian namun sudah sampai dengan Unit Eselon I. Hal ini tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Menteri PANRB) nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-2 Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah. 

Gambar 3. 

Perkembangan Indeks RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019 

100% 
INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENKO MARVES 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Dalam rangka penguatan implementasi RB di Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah, maka telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan kebijakan 

khususnya dalam kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB bagi setiap 

Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) 

RB telah ditetapkan bobot nilai yang baru yaitu level pusat terdapat 3 unsur 

penilaian yaitu Pengungkit dengan bobot 20%, Reform 40%, dan Hasil 40%. 

Adapun pada level unit terdapat 2 unsur yaitu Pengungkit dan Reform. Dengan 

mekanisme baru tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan RB pada tahun 2020 
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hingga tahun 2024 seluruh unit kerja dapat terlibat aktif dan seluruh pegawai 

rnernahami arah perubahan dan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020-2024, Kemenko 

Marves harus mempertimbangkan capaian dan hambatan dalam pelaksanaan 

RB tahun 2015-2019. Di samping itu, perlu memperhatikan capaian kinerja 

instansi dan unit kerja di Kemenko Marves sebagai acuan dalam pelaksanaan 

RB. Kedua hal ini menjadi ruh dalam pelaksanaan RB karena dalam 

melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi, yang perlu diketahui dan 

dilaksanakan pada prinsipnya adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan 

berkelanjutan. Dengan dasar komitmen perubahan oleh segenap jajaran 

pimpinan, capaian RB Kemenko Bidang Kemaritiman pada periode pertama 

Road Map RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019 berhasil memperoleh 

indeks RB 69 .13 a tau kategori Baik. 

Dalam mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, 

pelaksanaan RB hams terukur dan terarah (fokus dan prioritas) serta tidak 

hanya melibatkan anggota Pokja RB Pusat dan Pokja RB Unit namun juga oleh 

seluruh pegawai mulai pimpinan hingga pelaksana di lingkungan Kemenko 

Marves. 

Selain itu, Reformasi Birokrasi sendiri harus dipahami sebagai media 

untuk mencapai tujuan berdirinya organisasi Kemenko Marves. Oleh karena 

itu, arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemenko Marves harus 

mencerminkan birokrasi yang didesain sebagai media dalarn pemenuhan visi, 

misi dan tujuan organisasi. Arah perubahan dalam pelaksanaan RB di Kemenko 

Marves harus berangkat dari permasalahan yang dihadapi Kemenko Marves 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga perubahan yang dilakukan 

dalam rangka pelaksanaan RB di Kemenko Marves mampu meningkatkan 

perfomtance/kinerja organisasi dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada 

stakeholder masing-masing unit kerja. 

Contohnya, sumber daya pegawai/personil di lingkungan Kemenko 

Marves berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

yang memiliki latar belakang budaya organisasi berbeda-beda. Oleh karena itu 

perlu dipetakan terlebih dahulu tingkat resistensi organisasi dalam melakukan 

perubahan, penggalian budaya kerja organisasi Kemenko Marves, internalisasi 

budaya kerja clan workshop penguatan budaya kerja organisasi serta menyusun 

quick wins setiap tahun sebagai bagian dari arah pencapaian Reformasi 

Birokrasi. 
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Reformasi Birokrasi di masa yang akan datang tidak lagi didasarkan pada 

"dokumen administratif' namun kepada pembuktian keberhasilan pelaksanaan 

RB yang mampu mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan pada 

Kemenko Marves. Seluruh pegawai Kemenko Marves juga harus menjiwai 

pelaksanaan RB bukan sebagai tugas pekerjaan yang memberatkan namun 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan dan juga membuat administrasi pemerintahan menjadi lebih teratur 

dan tepat tujuan (efekti�. 

2.2. Capaian Pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman 2015-2019 

2.2.1. Manajemen Perubahan 

Terdapat tiga kegiatan Manajemen Perubahan, yaitu: 

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Selama periode 2015-2019 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi

Kemenko Bidang Kemaritiman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Perubahan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5.2 Tahun

2016 ten tang Tim Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman. Selain membentuk Tim RB Pusat, pada unit Eselon I juga

dibentuk Tim RB unit yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan

Pimpinan Unit Eselon I masing-rnasing.

2. Penyusunan Road Map RB Tahun 2015 - 2019

Kemenko Bidang Kemaritirnan telah rnenyusun dan memiliki Road Map RB

Tahun 2015-2019 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan RB pada periode

2015-2019. Penyusunan Road Map RB Kemenko Marves Tahun 2015-2019

dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB nomor 11

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pelaksanaan dari kebijakan dan program Reformasi Birokrasi dilakukan

melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta

terkoordinasi.
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Gambar 4. 

Cover Road Map RB Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 

ROADMAP KEMENTER.IAN KOORDINATOR 

BIDANG KEMARITIMAN 

TAHUN 2015�2019 

3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan pimpinan tertinggi

pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Komitmen Change Leader (Eselon II) dalam membangun dan membina

para Agen Perubahan.

c. Pembentukan forum dan media sosialisasi proses Reformasi Birokrasi

melalui berbagai media, seperti: tatap muka, maritime comer, jam

pimpinan, serta website (www.maritim.go.id), Melalui fitur menu khusus

pengelolaan Reformasi Birokrasi lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman.

d. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja PATEN (Passion,

Accountable, Team Work, Efficient dan Effective, Networking) kepada

seluruh pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

e. Mengoordinasikan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja

(culture set) pegawai untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif

yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

efektif, dan efisien di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

f. Perubahan pola kerja berbasis teknologi informasi dengan dibentuk Tim

Integrasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (E-RB) di lingkup

Kemenko Bidang Kemaritiman.

Adapun nnc1an capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Manajemen Perubahan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai 

berikut: 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


-�-

Mo.na.Jeme,i 
Per11baba.tt 

- 16 -

Tabet I. 
Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Manajemen Perubahan pada Road Map Reformasi Birokrasi2015-2019 

Tut get C:..palan Kriteda Keberh=ilan KegiataA �·- M!Ullnat 

' Meningkatnya,komltmen ' Tim Reformasi Birokrasi ' Memhentuk tim Reformas, Birokrnsi Keputusan MenteM Koordinator Bidang ' Meningkatnyo kom,tmen pimpina.n dan pcgawai 
p,mpinan dan pegawai dalom InstaJJsi (RBI) Kemcnko Bi<llll1g Kemaritiman Nornor l l Tahun 2017 dalnm melaksanakan perubahan kenrub yang lebih 
me\nkukan rdom,asi birokrasi Kemaritiman lentang Tim RB! Kcrnenku B,dang ooik 

Kemoritiman ta.hun 20!5·2019 
2 Tcrjadinya perubahan pola pikir 

dan budaya kerja 
3 Mcnurunnyn risilrn kegagalan ' Mcnyusun rencana kr.'la tfm "' Dokumcn Rencana Kerja Tim "'

yang <lisebabkan kcmungkinan Kcmenko Bidang Kcmaritiman Kcmcnko Bidang Kemaritiman 
timb,ilnyn rcslslensi terhadap 
perubahan 

' Melaksannkan rcncann kerja tirn �, Lapornri pclobana;in kegialan Rm
l Kemenko Bidang Kemaritiman s,;sua, rencana Kcrja tim RB1 

' Melakukan E,·aluasi rencana kerja t,m Laporan Evaluasi tahunan tcncaoa kerJa 
RB! Kcmcnko !lidang Kcmaritiman llm i:;m 

' Road Map Reformas[ Birokrasi Kemcnko s Menyusun Rond Map Reformasi Dokumen Roadmap RB Kcmcnko IJ,dang ' Pelaksanaan Refomiasi Birokrasi di Kemenko l:lid�ng 
Bidang Kemarium«n Birnkras, Kcmcnko Hidang Kemaritiman Maritim Tahun 2015-2019 Kcmaritiman lebih tcrukur dan sesuai denr,an 

2015·2019 yani. mencakup- ' Arca peren�anaan kcrja. 
PcrubaJian 

' Mclaksanakan mnnt\ormg pclaksanaan Lap-oran pdaksMaan Munitori,ig ms

Rom/Map RU2015-20l9 sc.tiap triwulan 

; Penyusunan """ pclaksanan Moncv SK P'enctapan 'Quick \,\fo_s dan Laporan 
quie� wi11 Kemcnko Bi�nng Kemaritiman Pelaksanaan Quiel.· Wfri 

" Sosi�llsas, /:<oad �l<>p Ra Kemcnko Laporan _pclak5"naan sosa«lisasi 
Bidang K�maritiman Roadmap " Kcm�rik<l Bidan11 

Kemarillman 
' Pcmantauan dan !,'.valuasi Rcformasi ' Mdak,;;makan PMPRB Kemenko Bidang Dokum�n rcncana ke<Ja pcl�kAAnaan ' Mempermudah pcnlflwasan pclak$<H>Mn Rcf<Jrmo.s, 

B,rokra.si I{emar,liman oleh /\scsor PMPRB K�menko. Bidan� Keni�rniman Birokrasi di Kemenko Bidnng Kemaritiman 

rn MdakuJ<an sosialisasi rencana kr.rjo. kporan pclaksanaan �osialias, 
daksanMn PMPRE "'-'l<ibannan PMPRB 

" l'<"mb<:na" pelauban ylll1g cukup bagi Melaksanakan pclmihan bagi assesor RB 
T;m /\s,-ssor PMPRB Kemenko B1dang !Ccmariliman 

" Mdaksanalmn rrviu kertas kerja L.aporan rapa\ tim asesor RB 
scbclum mdakukan PMPRB 

" Mdaksanakan Monitoring dan crnluasi kporan pclaksanaan monilorin� RfJI 
pelaksanaan PMPRB bcrtlaoarkan LKE: dan Evaluµsi di akhir 

tahun 
H Mcnyusun rel\cana aksi tindak lanjut j�ukumen rencanaaksi Hndak lanju, dan 

\RATLJ dan dikornunikaaikan u11tuk laporan pdaksano.an rcncana nksi. 
dilaksanakan 

' Pernbahan Pola P,kir dan Budaya Kerja " Workshop Penggalian nilal-nilai Budaya Dokumen Budaya Kerju Kemenko B1<lang ' Pm.>bahan budaya kerja yang menyatukan budaya 
Orgnisasi / Kcrja " Kemenko Bidang Kemaritiman kc,ja dan memberikan motioasi bagi Pimpinan dan 
Kemuritiman Pegawai di linekungan Kcmenko Bidang Kemaritiman 

" Pcnyusunan nilai•ni!ai Buday,,. Kerja clan 
Penetapan Buda ya Kerja "PATEN" "
Kemenko Bidang Kemari\iman 

" Sosialisasi "" lntemalisasi Budaya Laporan Sosialisasi clan lntemalisasi 
Kerja PIITEN "'"'""' herkala kepa.da 
Plmpinan - Pcgawai ;; Kcmenko 
Bidang Kcmaritiman 
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2.2.2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Dua kegiatan yang berkaitan dengan penataan peraturan perundang­

undangan adalah: 

1. Harroonisasi

a. Pemetaan peraturan secara komprehensif melalui langkah- langkah:

1) Mendata peraturan perundang-undangan internal Kemenko Bidang

Kemaritiman yang ma:sih berlaku dan kebutuhan pembentukan

peraturan perundang-undangan internal Kemenko Bidang

Kernaritiman.

2) Mengindentifikasi peraturan perundang-undangan internal

Kemenko Bidang Kemaritiman yang tidak harmonis/ sinkron atau

tum.pang tindih dengan peraturan perundang-undangan nasional.

3) Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang­

undangan lainnya.

b. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan melalui:

1) Pengkajian peraturan perundang-undangan internal Kemenko

Bidang Kemaritiman yang tidak harmonis/ sinkron atau tumpang tindih

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Identifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang- undangan

internal Kemenko Bidang Kemaritiman guna mengatasi kekosongan

hukum.

c. Legalisasi (regulasi dan deregulasi) yang dilakukan melalui:

1) Revisi peraturan perundang-undangan internal Kemenko Bidang

Kemaritiman yang tidak harmonis/ sinkron atau tumpang tindih

dengan peraturan perundang-undangan baik internal kementerian

maupun perundang-undangan nasional.

2) Pembentukan peraturan perundang-undangan internal Kemenko

Bidang Kemaritiman yang baru untuk mengatasi kekosongan

hukum.

2. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundahg-undangan

a. Terkait evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang­

undangan tersebut juga dilakukan secara berkala (2 kali dalam

setahun) yaitu dari mulai bulan Januari sampai Juni clan Juli sampai

Desember.

b. Menginisiasi pembuatan Peraturan Menteri Koordinator tentang

pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan
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Kemenko Bidang Kemaritiman untuk memastikan bahwa setiap 

peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 

c. Menginisiasi sistem tracking proses penyusunan peraturan perundang­

undangan di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman.

d. Membuat aplikasi berbasis web yang terkait dengan pelayanan

hukum, yaitu aplikasi informasi peraturan perundang-undangan

secara online yaitu website http:/ /jdih.maritim.go.id/. Berikut ini

adalah peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh

Kemenko Bidang Kernaritiman:

Tabel 2.

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Periode 2015-2019

Peraturan 1 1 2 4 

Ke utusan 
Instruksi 
Peraturan 9 13 6 2 

Ke utusan 33 39 107 85 97 3 

Instruksi 

Peraturan 
Keputusan 

Sumber: Biro Hukum Kemenko Marves (2020) 

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Road Map Reformasi Birokrasi 

2015-2019 sebagai berikut: 
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Tabel 3. 
Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Road Map Reformasi Birokrasi 

2015-2019 

Program Target Capalan Kriterla KcberhasUan Kegiatan Kcluatan ManffUl.t 

Peraturan Perttndang- l Menurunnya tumpang l Pcluksanaan Hrumonisasi l Menyusun Pcraturan Menteri tcntang Tclah terbit Peraturan Menteri l Terwujudnya Pcraturan Menleri 
Undangan tindih d,m disharmonisasi Pedoman pcnyusunan pernturan Penmdang, Koordinator Nomor 7 Tahun 2017 Koordinator yang bcrkualitas 

peraturan perundangan- undangan tenlang Pedoman Pcnyusunan Pcraturan 
un<langan di Kemenko Pcrundang -Undangan yang mengadopsi 
Bida\"Jg Kemaritiman UU No. 12 Tahun 201 I 

2 Mcningkatnya cfeklivitas 2 ldcnlifikasi dan invcntarisasi pcraturan Dokumen invcntnrisasi peratumn 2 Pe,:aturnn pcrundang-undangnn _vang 
pengelo1",m pcraturan Pcrundang-undanganyang telah dikcluarkan perundang•undangan y�g telah disusun dihasilkan kbih hannonis dan tindak 
perundnng-undanga n di dan yang masih rclcvan dengan kondisi tumpang tindih. 
Kemenko Bidang lingk:ungan ekslernal Kemenko Bidang 
Kcmaritiman Kemaritiman 

' Pemetaan dan pcmilahan pcraturan Dokumcn h,isil pemetaan peraluran yang ' Pcrntunm perundang-undangan yang 
Perundang-undangan yang tum pang tindih tumpang tindih dan yang tidal< tumpang memberikan kemudahari dan kclancaran 
dan yang l.idak tum pang tindih tindih dalam pcmbcrian pelayannn 

4 Mcnycmpurnakan/ mcngubah/ dercgulasi D<1k1.1mcn pcraturnn pcrund!lllg,m- ' Tcrscdianya peraturan yang cfcktif dan 
berbagai pcmturan pc-rundang-undangan yang udangan rang lebih re!evan <lRn tidak cfisien" 
dipanda.ng lidak relcvan lagl, tumpang tindih, tumpilng tmdih 
atau dishannonis dengan pemturan 
pcrundang-unda.ngan lain; 

' Pclaksanmm rcngcndalian ' Mclakulwn monitoring pcnyuSunan peraturan 1..Jporan pelaksanaan monitoring "''
Penyusun"n Pcraturan Pcrundangan internal Kemcnko Bidang 1.riwulan pcrkcmhangan program legi�!asi 
Perundang-undang,,n di Kcma.ritiman sesuai dengan pernturan Menteri di 1.ahun bcrjalan 
Kemenko 8idang \cntnng Penyusumm Pcraturan Perund:mg-
Kcmaritiman undangan 

6 Mclaku!ran evaluasi secant berkala d= Hasil evaluasi pcraturan perundang-
berbagai pcraturan perundang-undangan yang undangan yang sedang diberlakukan 
sedang diberlakukan; 

' Penyusunan rencana rcgulasi dnn deregulasi Dokumen program lcgislasi Kemuritiman 
(pencabutan dan/atau pembentukan dan lnvestasi 5 tahunan IP3MK). 
peraturan Perundang-undangan pcnggantil 
terhadap pcraturan Perundang-undang;m 
Jang tumpang tindih 

s Mengindentifikasi pelaksana an pengcndalian Lapornn idcntifikasi pclaksanaan 
penyusunan pera,turan pcrundang-undangan pcngcndalian peraturan perundang· 

undangan 
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2.2.3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Terkait dengan Penataan dan Penguatan Organisasi, Kemenko Bidang 

Kemaritiman telah melaksanakan kegiatan Restrukturisasi/Penataan 

Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kemenko Bidang Kernaritiman sesuai 

dengan perkembangan yang ada. Elemen yang menjadi objek penataan 

organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman adalah nomenklatur, kesesuaian 

struktur dengan kinerja, jabaran tugas dan fungsi, beban kerja, dan 

menempatkan kelompok tugas dan [ungsi yang berdekatan (regrouping) pada 

setiap unit kerja. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman clan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves. 

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Penataan dan Penguatan Organisasi pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 sebagai berikut: 
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Tabe1 4. 

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan dan Penguatan Organisasi pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 

Program Target Capaian Kriteria Keb<!rhasilan Kcgiatan Keluaran Manfaat 

Penguatnn Organisasi ' Menurunnya lumpang lindih ' Organlsasi Tcpat Ukuran ' Evalunsi struktur organisasi untuk ' Dokumcn hasil cvaluasi organisasi sesual Tc.rsclcnggaranya kclem bagaan 
tug,"1.S dan fungsl unit kerja di dan Tcpat Fungsl rncnilai kelcpainn fungsi darr Pcmicnpan Norn or 67 tabun 2011 dan pemcrintahan yang tcpat ukuran, tcpa1. 
lingkungan Kcmcnko Bidang kctcpatan ukuran organis.asi Perm en pan RB Nomor 20 1'ahun 2018 fungsi, tidal< tumpang tindih dan bcrsincrgi 
Kemariliman antar unit kcrja sehingga mampu mcndorong 

upny" pcrwujudan tata kdola pcmcrinwhan 
yang bail< 

' r::valuasi organisasi untuk mcngukur 
jenjang organisasi dan kcsc,maian 
struktur organisasi dcnw,n kincrjn 
yang dihasilkan 

3 Evaluasi orgamsasi untuk 
menganalisis kemullgkinan duplik,'lsi 
fungs[ dim tumpang tindil, fungsi 
dcngan unit kerja lain 

' Meningkat.nya kapasitas ' Penat.aan ' Evaluasi organisasi untuk 
organisasi/kelembagaan Ke!embagnan/Organisnsi mcnganalisls adanya pcjabat yang 
Kemcnko Bidnng Kcmaritiman melapor kcpada lcbih d"ri scon,ng 
dalam menjalankan tugas dan alasan 
fungsi 

5 Pcnyusunan rencana rcstruktumsi ' ' Naskah Akademik pcrubaluln organisns, 
organis.asi di Kcmemcrian Koorclina1or 'l, Peratumn Menleri Koordinator Nomo, 'J 
sesuai rencana strategis Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK 11:cmcnko 

Bidang Kcmaritiman Nomor l Tahlm 201S 

' Pcnguatan unit kerja di lingkungan 3, PeraLuran Presiden Norn or 92 Tahun 2019 

Sekrctaria( Kcmcnt,:rian Koo,-dinator ten tang Kemcnko Marvcs 

yang mcnangani fungsi organisasi, 4. Laporan cvaluasi organisasi sesuai 

tata laksana, pdayanan publik, dan Permenpan Nomor20 tahun 2018 

kcpegawaian 

7 Pelaksanaan sosialisaai struktur ' Laporan pelaksanaan sosialisasi SOTK 
organisasi dan tata kerja 

8 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ' Laporan basil monitoring dan ,�aluasi 
Organlsasi 
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2.2.4. Penataan Tata Laksana 

Penataan Tata Laksana dilakukan roelalui tiga kegiatan, yaitu: 

1. Business Process dan SOP

Kemenko Bidang Kemaritirnan telah menyusun peta proses bisnis yang

menggambarkan keseluruhan keterkaitan kegiatan antar masing-masing

unit organisasi Kemenko Bidang Kemaritirnan yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kernaritiman Nomor 162 Tahun

2019 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman. Di samping itu, Kemenko Bidang Kemaritiman telah memiliki

SOP pada masing-masing unit kerja berdasarkan peta proses bisnis yang

telah disusun. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan lnvestasi Nomor 193 Tahun 2019 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan jumlah SOP yang ditetapkan

berjumlah 509 SOP. Adapun jumlah SOP Kemenko Bidang Kemaritiman

yang disusun tahun 2015-2019 (sampai dengan penetapan Kepmenko

193/2019) dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. 

SOP Kemenko Bidang Kemaritiman Periode 2015-2019 

2 63 

3 Deputi II 0 63 

4 Deputi III 0 63 

5 Deputi IV 0 63 

6 Deputi V 

7 Deputi VI 

8 Inspektorat 0 13 
Jumlah 5 395 

Sumber: Biro Hukum Kemenko Marves (2020) 

2. Pemantauan dan Evaluasi SOP

0 

27 8 28 

10 0 63 

10 0 49 

0 10 25 
57 104 330 

63 

63 

49 

41 

509 

Kemenko Bidang Kemaritiman secara berkala telah melakukan monitoring

dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan SOP di lingkungan Kemenko

Bidang Kemaritiman. Hasil dari monev SOP 1n1 bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan dan kinerja setiap unit kerja di lingkungan
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Kemenko Bidang Kemaritiman. 

Pelaksananaan monev SOP meliputi 2 aspek, yaitu: 

1. Aspek administratif dan teknis

Dilakukan oleh tirn monev SOP c ari bagian yang membidangi organisasi

dan tata laksana dengan melak ikan pengisian dalarn form yang telah

disusun.

2. Aspek capaian hasil/manfaat atus diterapkannya SOP

Dilakukan melalui pengisian kuesioner yang yang terdiri dari 2

kuesioner / survei;

a. Kuesioner/Survei untuk Internal Pegawai Kemenko Bidang

Kemari timan.

b. Kuesioner/Survei untuk Ste, keholder (penerima layanan).

Adapun Hasil dari Monev SOP adalah scbagai berikut: 

1. Aspek administratif dan teknis

Secara keseluruhan, SOP yang ada di Kemenko Marves telah sesuai

dengan format yang ada pada Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun ada

beberapa ada beberapa hal mendasar yang ditemukan dalam SOP, di

antaranya:

A. Aspek Administratif

1) Komponen Dasar Hukum, yaitu peraturan perundang-undangan

sebagai petunjuk operasional yang mempunyai hubungan atau

keterkaitan langsung dengan SOP:

a. Masih terdapat dasar hukum yang tidak mempunyai/tidak

langsung mempunyai hubungan dengan SOP (data hasil monev

terlampir).

b. Masih terdapat penulisan dasar hukum yang keliru;

c. Terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

2) Komponen tugas dan fungsi, yaitu kesesuaian SOP dengan ruang

lingkup tugas dan fungsi serta uraianjabatan unit kerja dan/atau

pejabat yang bersangkutan:

a. Masih terdapat SOP yang tidak sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerja;

b. Masih terdapat uraian jabatan yang belum ada SOP-nya.
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B. Aspek Teknis

Secara keseluruhan sudah memenuhi kaidah yang ada dalam

Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman clan lnvestasi.

2. Aspek capaian hasil/manfaat atas diterapkannya SOP

Hasil evaluasi penerapan SOP dari tiap-tiap unit kerja secara

keseluruhan menunjukkan:

a. SOP mampu mendorong peningkatan kinerja.

b. SOP mudah dipahami.

c. SOP mudah dilaksanakan.

d. Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing.

e, Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses. 

f. SOP mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi,

serta

g. SOP bersinergi satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil survei dari responden yang berpartisipasi pada 

monev pelaksanaan SOP baik dari internal pegawai Kemenko Marves 

maupun dari stakeholder {penerima layanan) yang telah dilaksanakan 

pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, secara 

keseluruhan didapatkan hasil bahwa penerapan SOP pada Kemenko 

Marves mencapai 83%-. Hal ini melampaui dari target yang ditetapkan 

yakni 75%. 

Seiring terjadinya perubahan nomenklatur di Kemenko Marves, telah 

dilakukan penyesuaian clan penyusunan SOP kembali khususnya unit 

kerja baru. Pada tahun 2020 (data per 30 Juni 2020) Kemenko Marves 

telah menyusun clan mengesahkan sejumlah 211 SOP baru 

sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. 
Jumlah SOP yang Telah Disahkan Tahun 2020 

·;:,;}µ��rnA�:i_�:@�\�.1s�-:f3.tp1<·1�?¥IB0ff;'1ftWfi$$WtU&\��i4f
Inspektorat 

Biro Perencanaan 

Biro Hukum 

Biro Umum 2 

Biro Komunikasi 9 

Deputi 1 

Deputi 2 53 

Deputi 3 

Deputi 4 49 

Deputi 5 49 

Deputi 6 49 

TOTAL 211 

Sumber: Biro Hukum Kemenko Marves (2020) 

3. E-govemment.

Kemenko Bidang Kemaritiman telah menerapkan manajemen berbasis

teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang efektif dan efisien

dalam kerangka RB. Strategi dan rencana pengembangan IT Kemenko

Bidang Kemaritiman telah dituangkan dalam dokumen Infonnation

Technology Master Plan (!TMP). Dalam kaitan tersebut, Kemenko Bidang

Kemaritiman telah membangun sejumlah aplikasi untuk mendukung

penerapan e-govemment yang dikelornpokkan dalam 3 fungsi, yaitu

pelayanan internal untuk para pegawai, pelayanan eksternal kepada

mitra K/L dan masyarakat, dan berbagai aplikasi yang bersifat Ad Hoc

yang digunakan dalamjangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Seluruh

aplikasi tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada masyarakat serta menjaga akuntabilitas, efektifitas clan efisiensi

kerja Kemenko Bidang Kemaritiman secara keseluruhan.

Sebagai bentuk pengembangan e-govemment, Kemenko Bidang

Kemaritiman telah membangun sistem yang akan mengintegrasikan

sistem informasi dari seluruh unit kerja lingkup Kemenko Bidang

Kemaritiman, sebagai upaya mencapai tujuan transformasi digital.

Beberapa aplikasi unggulan sebagai berikut:
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Tabel 7 

Daftar Aplikasi Sistem Informasi 

1 Biro Umum 1. SIKAP 1. Sistem Informasi 1, sikap.maritim.go.id 
2. SIMONA Kehadiran Pegawai 2. aplikasi {Desktop)
3. SIMASKOMAR 2. Monitoring Anggaran 3. aplikasi (Desktop)
4. SIRUNGA 3. Monitoring 4. aplikasi (Desktop)

Manajemen Aset

4. Pengendalian dan
Monitoring Ruang
Rapat

2 Biro 1. e-laporan 1. Penilaian Mandiri 1. elaporan.maritim.g
Perencanaan 2. e-planning Kinerja Unit di a.id

3. Sistem Kemenko Marves 2. eplanning.kemenko
lnformasi 2. Pelaporan periodik maritim.id
Kinerja Maritim (mingguan dan 3. sik-maritim.id
(SIK-M) buianan)

3. Perencanaan kinerja
unit Eselon 1

4. Pengelolaan data
kinerja dalam bentuk
pengukuran

kinerja,pemantauan
progress kegiatan
dan realisasi

anggaran.

3 Biro 1. Website 1. Website Kemenko 1. maritim.go.id
Komunikasi Kemenko Marves 2. apiikasi (Desktop)

Marves 2. Pendukung layanan
2. SMARTVES perkantoran

4 Biro Hukum 1. JDIH Maritim 1. Publikasi Kebijakan, 1. jdih.maritim.go.id
2. e-rb maritim Keputusan, Peraturan e-rb.maritim.go.id

Kemenko Marves
. Penilaian Mandiri
Implementasi
Reformasi Birokrasi
Internal

5 Inspektorat SIANDALAN ASIK Sistem informasi tindak 
anjut hasil pemeriksaan 
PKRI 

6 Deputi I MIS plikasi pemantauan 
rogram deputi dan 

pencarian data surat 
masuk 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


7 Deputi II 

8 Deputi Ill 

9 Deputi IV 

1. Website Deputi

II

2. sifarasmutia

3, simoniks

1. SatuGarpu

2. SIPLANET
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2. Sistem perjalanan

din as- di depu ti II

3. Sistem manajemen

kebijakan strategis

1. Aplikasi pengelola

keuangan

2. Sistem pengelolaan

laporan kegiatan

elektronik

Sumber: Biro Komunikasi Kemenko Marves (2020) 

4. Keterbukaan Informasi Publik.

1. maritim-d2.org/

2. www.sifarasmutia.

net/

3. simoniks.maritim.g

o.id

1. deputi4.maritim.go

.id/ satugarpu

2. deputi4.maritim.go

.id/ siplanet/

Kemenko Bidang Kemaritiman berupaya memberikan informasi publik

yang terbaik dan terpercaya melalui website Kemenko Bidang

Kemaritiman dan media sosial, dan juga telah secara aktif melakukan

sosialisasi mengenai pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang­

Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbagai inovasi dibangun untuk memudahkan dalam penyampaian

informasi secara akurat, tepat, dan berkualitas. Di antaranya yaitu

website maritim.go.id, aplikasi PESAN, JDIH, E-RB, dan banyak sistem

lainnya yang bisa diakses oleh publik maupun stakeholder terkait.

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Penataan Tatalaksana pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai 

berikut: 

------------·----------
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Tabel 8. 
Rindan capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Tata1aksana pad a Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

�-- Target Capawl Krlteria Keberl<uilaD -- ··- -

Pengantan Tatalal<una ' Me ningkatnya pengi:unaan tcknologi ' Peta Proses Bisnis dan SOP ' Penyusunan dan penetapa.n peta. p,oscs SKMenteri Koo,dino.tor Nomor IG2 Tnhun 2019 ' Te.selenggaranya proses his!lis dan 
informasi dalam proses bisnis [cntang Peta Proses i3isnis di Kctncnko Bidang prosedurkerjn yang efektil dan efisie!l dnn 
p,,nyelenggru-am1 pemerintnhan di Kemnritiman lerinkg.asi 
Kcmcnko Bidang Kemaritiman 

' Mcrungkatnya effaiensi dan ' Penyusunan dan penetapan SOP yang SK Menteri Koo.dinator Nomor 193 Teliun 2019 ' Te.scdianya sistem ap!ikasi yang dapat 
efektiv,tas proses pcnyelenggru-aru, sctasar dengan peta Proses bisnis tentang SOP di Kemenko Bidang Kcma.itiman menmgknlkan kincrj'a, efekl,vitas d!!Il 
pemenntahan di Kemenko Bidang cfisiensi dalam menjalankan tug= dan 
Kemnritiman fungsi unit ke,ja 

' Mcningkatnya kinerjn di Kcmcnko ' Pelolrnanru,n monitoring dan �vnluasi Laporan ha.sit monev implementasi proses bisnis ' Te.selcnggaranya pelayana'1 infom,asi 
Bidang Kcman!Jman proses bisnis dnn SOP ,Ian SOP dl Kcmcnko Bidang Kemaritinmn kcpada publik se�a,a baik 

' Kualitas pengelolaan arsip lebih baik ' Pelnksnnann E-G,:,..,mmen! ' Penyuaunan cctak biru {Blue Prfol) Dokumcn b/uepn'n! pengembangan IT Kemenko ' Te.selenggaranya ke=ipan berbasis 
pongcmbangan E·Govcmrnent d, Kernenko 
Bidang Kemaritiman 

Bidang Kemru-itiman dalam waktu 5 fuhun dekt.onik yang efektif 

' lnventarisasi kebutuhan aplikasi "
lingk'1ngan unit kerja Kemenko Bidang 

Dokumen inventansasai kebu!uhan apikasi 

Kernaritiman 
' Melakukan sosiahsasi mengenai ls· Rcnca na aksi aplikasi yang akan-dbusun 

Go-..crnment di lingkungan Kcmenko 
Bidang KcmWtirnan 

' Melaksanakan bimbingru, !ekrus Laporan pclaksanaan sosialisasi mcngenai E-
penggunaan aplika.si E-Oovemment di Govermcnt di lingkungan Kernenko Bidang 
lingkungan Kcmenko Bidang Kemru-itirnan Kcmaritiman 

' Melakukan Monitoring setiap triwu!an dan Laporan pelaksanaan bimbingan teknis kepada 
semester mengenai pengaplikasian E- selurub unit kerja pengguna aplikasi 
Oovemment di lingkungan Kcmenko 
Bidang Kcmaritiman 

s Melakukan Monitoring setiap triwu!an dan Laporan pclaksanaan mm,itonng setiap (riwulan 
semester mengenai p_cngaplika.sian E- dan ewJuwsi di akhi,- tahun dan renca'na 
Ckwemment di lingkungan Kemenko tindaklanjut 
Bidang Kemaritimon 

' Kebijakan Kdorbukaan w Penyusunan kebijakan tcrkait Pcnyusunan Pera(urai, Menteri Koordinato, 
lnforma,;i Publik Kctcrbukaan lnformasi Publik tentang ketc,bukaan informas, publik di 

Kemenko Bidang Kemaritiman 
H Pcnyusuuan SOP terkait pclayanan SOP pelayanan Jnforrnasi Publik Kemenko 

informasl publik Bidang Kemaritimon 
12 

r
nventariso.�i data Kcmenko Bidang Dokumen inventarisasi data Kemenko· Mo.rltim 

Kemaritimau yang akon dipublikasi yang bis a dirublikasikan scsuai Permenko 
Maritim tentan� KIP 
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Program Target Cnpa..!an Krlterla Keborho.silan Kegiatan Kcluaran Manfaar 

" Melaksanakan monitoring setiap Laporan pelak$anaan monitoring seti,rp 
triwulanan dan semestcran terhadap triwulan tcrhadap pclaksanaan pclayanan 
pd'1ksanaan pelayanan informasi di informasi publik Kemenko Bidang 
lingkungan Kcmenko Bidang Kcmaritiman 
Kemaritiman 

" Mclaksnnakan cvaluasi terhadnp Laporan pclaksanaan evaluasi di akhir u.thun 
pdaksanann pelayanan informas, di dcngan rencana tin<lak lanjut >.1ntuk tahun 
lingkungan Kemcnko Bidang mcndatnng 
Kcmaritiman 

" Me!aksanakan 1lndak Ian jut terhadap Rencana Kcrja untuk tnhun mcndaumg 
basil monitoring dan evaJuasi sesuai dengan rcncana tindak Ian jut 
pdayanan infonnii.sl di !ingkungan berdasarkan hasil evaluasi 
Kemenko Bidang Kemaritimnn 

' Pengclolr,a" i\rslp ,c Penyusunan Peraturan Mcnlf:ri Permcnlw Bidang Kcmaritirnan ten tang Tata 
tentang Klasifikasi 1\rsip d> Naskah dina.q Kemenko Bidang Kcmaritim,m 
Lingkungan Kcmcnko Bidang 
Kemaritiman 

" Mclakukan ldcnUfikasi da<l Laporan pct:,ksanaan pengarsipan dokumen 
pcnyusunanjcnis klas,fikasl acsip 

" Mcnyusun Pcraturan incntcri t,;nm.ng Pcrmenko Bfdang Kemaritiman tentang 
Penataan Arsip Aktif clan lnnktif (alih Pcnataan arsip nktifdan inaktif 
Media) Kcmenko Bidang Kcm;,.dUman 

" Pengcmbangan sistcm aplikasi Sistem apiikasi pcngclolaan arsip 
1n,ngelolaan i\rsip 

" Mclakukan ldcnUfikasi_arsip aktif l�'l.poran idcntiiiknsi arsip aktif dan inaktif 
dan inaktif 

" Melakukan penyusun"n arslp aktif 
dnn inaktif 

" Sosia\isasi tata cars L<1poran pclaksanaan sosialisasi ta1a 
pcngklasilikasian arslp, pcnataa11, pr:fsuratan 
dan tata persuratan; 

" lmplcmcniasi pcngelolaan dan Laporan pengimplementasian tata naskah 
penataan arsip, tat.a pe,·suratan dinM dnn persuratan sesuai dengan 
scsuai tata naskah dinas Pennenko Maritim 

" Pernantauan dan c,ro.luasi terhadap Laporan peJaksanaan monitnring sctiap 
implcmentasi pcngclo!aan dan triwu!an dan cvaluasi di akhir tahun dengan 
penataan arslp, serta tarn pcrsuratan mcnyertakan rcncana tindak lanjut untuk 
terhaclap cfcktivitas dan cfisiensi tata tahun mcndatang 
kelola administrasi Kt:menko Bidang 
Kemaritiman 
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2.2.5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Dalam program penataan sistem manajemen sumber daya manusia 

aparatur, Kemenko Bidang Kemaritiman telah melaksanakan sejumlah upaya
)

yakni: 

1. Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai

Rekrutmen pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman berjalan secara

transparan dan dapat dipercaya dengan pemberlakuan standar ISO

9001:2008 yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai melalui

pendaftaran seleksi CPNS on-line. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,

Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN. Pembenahan yang dilakukan oleh

Kemenko Bidang Kemaritiman yaitu dengan menggunakan Computer

Assisted Test (CAT) sebagai metode tes, penerimaan pegawai yang objektif

dan dapat dipercaya.

2. Analisis Jabatan dan Analisis Be ban Kerja

Kemenko Bidang Kemaritiman telah me1akukan kegiatan penyusunan

dokumen analisis jabatan di selun1h jabatan yang ada di lingkungan

Kemenko Bidang Kemaritiman. Dokumen Anjab kemudian digunakan

sebagai bahan untuk menetapkan kebutuhan pegawai pada masing-masing

unit kerja yaitu Dokumen Analisis Beban Kerja.

Penyusunan Analisis Jabatan clan Analisis Beban Kerja dilakukan

berdasarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas

Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman saat ini masih tahap

finalisasi penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

3. Evaluasi Jabatan

Telah dilakukan evaluasi jabatan di lingkungan Kemenko Biclang

Kemaritiman berdasarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal ini tertuang

dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman clan Investasi

Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 191 tahun 2019 tentang Kelas

Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi.

Kemenko Marves juga telah menyelesaikan evaluasi jabatan sesua1

Permenko Nomor 2 tahun 2020 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko
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Marves. Hasil evaluasi jabatan telah disampaikan kepada Menteri PANRB 

melalui surat Menteri Koordinator Bidang Kernaritiman dan Investasi Nomor 

B-1278/MENKO/MARVES/HK.08.06/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal

Permohonan Persetujuan Kelas Jabatan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan evaluasi jabatan ini dilakukan 

dengan melihat kondisi: 

a. Informasi faktor jabatan telah disusun.

b. Peta jabatan telah ditetapkan.

c. Kelas jabatan telah ditetapkan.

4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

5. Asessment Individu.

Dalam melakukan pengisian jabatan pada jabatan administrasi, Kemenko

Marves rnelakukan seleksi melalui Assesment Individu, sehingga

penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi.

6. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kemenko Bidang Kemaritiman sangat mendorong peningkatan kapasitas

pegawai, hal-hal yang telah dilakukan di antaranya yaitu mendorong

pegawai untuk mengikuti short course baik luar dan dalam negeri, Diklat

Teknis, Diklat Manajerial seperti Diklat PIM.

7. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka

a. Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.

b. Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi madya.

c. Adanya lelangjabatan administrator.

d. Adanya lelangjabatan pengawas.

8. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja pegawai yang berlaku saat ini yaitu dengan

menggunakan sasaran kinerja pegawai {SKP).

Adapun penilaian kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman sudah berbasis

Balanced Score Card (BSC) melalui aplikasi SIK-M. Outputnya yaitu

cascading kinerja dalam bentuk pohon kinerja sampai ke level Eselon IV.

9. Pembangunan/pengembangan database pegawai

Untuk pelaksanaan kegiatan 1m Kemenko Bidang Kemaritiman

mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Kemenko Marves yang terpadu dan terintegrasi, berbasis web clan user

friendly yang dapat dikembangkan sesuat kebutuhan organisasi.

Pengembangan SIMPEG dimulai dengan pembangunan Sistem Database
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Kepegawaian terkomputerisasi, yang diarahkan mampu berhubungan 

(inter-koneksi) dengan S!MPEG Nasional, 

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Penataan Sistem Manajemen SDM pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 sebagai berikut: 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


- 34 -
Tabel 9. 

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM pada Road Ivtap Reformasi Birokrasi 2015-2019 

Program Target Capaian Krlted� Keberhaolhn Kegiatan H:elunrau Manfaat 

Pen�tan 81:;tem ' Mening�tnya transparansi ' Perencanaan kebutuhan ' Mcnyusun analisisjat>,nan dan analisis ' Dokmnen Analisis Jabatan (Anjabl, ' 

Manajeme<1 Ap.,,.tur dan alcuntabilitas pegawai sesual dcngan l>eban kerja scsuai tugas fungsijabamn Analisis Beb.m Kerja (ABiq dan Peta 
Dal!lffi waktu 5 tahunjumlah peg:awai Ke_menko pengelolaan SDM Aparamr kebucuhan organ1susi sertn melalcukan pemetaan peg:awai Kebutuhan Jabamn dan Pcgawai 

di lingkungan Kemenko l>erdasarkan kcbutuhan danjenisjabatan, Maritim yang ideal telah tersusun dan 
Bi<lang Kemruitiman pegawai existing terpenuhi dcngan memperhat!kan kompetensi 

dan syarat pcndidlkannya 

' Mcngevaluasi dan memwilidasi secara , Dokumen hasi! e,•a!uasi dan validasi , Seleksl rekrutmcn ,aecara transp_m-Jn, abyektif 
bcrkala analisis jabatan dan anallsis beban An jab dan ABK Kemenko Bidang dan l>ebas KKN 
kerja Kemariliman 

' Menyusun dakumen bezctling yang berisi ' Dokumcn Be;,etting (persed,iaan pegawail ' 

pcrsediaan pegawal saat ini Kemcnko Bidang J;emaritiman untuk 5 Mcninglmtnya ketepnlan antara kompctcns, 
Tahun dan kualifikasi calon pegnwni dan pejabnt 

Kemcnko Bldang Kemaritiman 

' Mcnyusun dan menctapkan rencana • Dokumen Formasi dan Pcnctapan Talent • 
Penempatan SDM aparatur sesuni dcngan rcdistribusi pegawai Pool Kcmenko Bidang Kemaritimnn pcrsyaratanjabaU!Il 

' Mcnlogkatn;1adisiplin SDM ' Proses pcncrimaan pegawal s Melakukan perumusan dan penetapan , Dokumcn kebijakan slst,m rekruitmcn s Pengcmbangan karir sdm apamtur berbasis 
Apamturdl lingkungan trMspamn, objektif, akuntabel kebijakan sistcm rckruitmen dan seleks, dan seleksi /\SN di K,emcnko Bidang pemlaian kincrja 
Kcmcnko Bidang dan bebas dari KKN sccara transparan dan berbasis kompctcnsi Kemaritiman 
Kc,naritiman di lingkungan Kcmenka Bklang 

Kemaritiman 
" Mcnyusun, mengevaluasi/melnkukan " Dnkumcn SOP " l'eningkatan nilai �apaian SKP 

pcnycmpumaan SOP s;stcm pengadaan 
dan seleksi pcg,1wal secara transparan dnn 
tcrbuka 

' lmlemcntasi rekrultmcn pegawai seca,d ' Pelaksanaan rekruitm= pcgnwai ' Pcnurunan pclanggruan disiplin 
transparan dan berbas�� ktlmpe,ensi 

' Mclokukan evaluasi terhadap pelaksanaan ' l�\porao hasn evaluasi pelaks .. �nann s 

rckru1tmen pegawai rckruitmen Tcrwujudnya sistem infonnasl ASN yang 
handal, update, dapa\ diakses dengan mudah 
dan terinte,;rasl 

' Meningkatnya efektivitas ' Pcngcmbani,oan Pegawal ' Pcnyusunan kamus kompetensi dan " Dokume,n Kam us Kompeti:nsi dan ' 
Tersediany;, !alenr pool di lingkungan Kemcnko manajemcn SDM Aparamr berbasis kompr:tcnsi standar kompetcnsi)abatan di Kemenko Scm,dar !,'.ompetcnsi Jabatan 

di lingkungan Kemcnko Bidang Kemariliman Bidang Kcmaritimnn 

Bidang Kemantlman ,0 lm·cntarisasi kebutuhan organisasi rn Daftar/dokumcn l<cbutuhan organlsasi ,0 

terbadap kompcten&i pcgawai terhadap kampetensi pcgawai Pcmanfaatan (iarnbaseprofile kompctc,1si CUlon 
dan pejabat tinggl ASN dapat diakses secara 
mudah daa handal 

" Pcnyusunan ana!isis k<:butuhan dikllat " Dokutnen analisis kebutuhan diklat 

" Penyusunan pedoman pengembangan " Pedoman pengcmtmngar, diklat 
diklat strukturttl, fungsional, dan tcknis struktural, fungsiomtl d3fl leknis 

" Pelaksanaan diklat pcngembangan dan " l.aporan petaksanaan diklat kompetensi 
peningkatan kompetensi pegawai ASN pegawai 

" Monitoring dan evaluasi implementasi " l.apor,mmonev hasil pelaksallaan diklat 
diklat pegawai ASN 

" Pcnyusunan pedoman pola karir pegawai " Pedoman pola karir pcgawal ASN 
"' 

" Penyusunan kebijakan tugas-l>elajar dan " Pcdoman pelaksanaan tu gas belajar dan 
ijin belajar i"in belajar 

' Meningkatnya ' Promosi Jabs.tan dilakuk3fl " Konsultasi dan koordinasi dalam rangka " Pcrumusan, Penetapan dan Pelaksanaan 
profcslonalisme SOM secara !erbuka pembenah3fl sistem dan pengawasan Kebljakrul' Sistem Promos! Serara 
Aparatur di lingkungar, dengan Komisi ASN Terbuka 
Kemenko Bidang " Melakukan promosijabatan berdasarkan " Dokumen hasil promosijabatan 
!,'.emaritiman kompetensi peg:awai, kincrja dan selektif 
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-�- 'l'uget Capai,u, l<rlteda Keberhaoi.la.n Keg!ataD Keluann Maafut 
PeDguataD Siste,,,_ " MdakUkan assessmcn pegawai dalam " Dokumen hasi! nssessment pegawa.i ASN 

Manajemeu Apantur rangka pelaksanaan U>lcntp,ml pcgawal ASN 

" ldcntilikasi kcbutuhan jabatan yang akan " La po ran hasil identinkasijabatan 
me'ndukun- ra!ent -,,ol 

" Merumuskan krJtcria talent yang " Rumusan kriteria talent yang dibutuhkan 
dlbutuhk<u, (p<'ndidikan, kmcrja dana 
jabatanl 

' Penetapan Kinerja Jndividu '22 J.Melakukan pcnyusunan indikator kinerja n Perumusan dan Penetapan Kebijalron 
individu berdasarkan pada :indikator Pemanfaatan A.,;-se�sment Center 
kinerja unit/atasnnnya 

" Menyelcnggarakan pdatihan/bfmtek " Lnporan pcnyclcnggaraan diklnt/bimtek 
penyusunan Sasaran Kincrja Pegawai (SKP) 

" Penyusunan kebijalron t<:rkait pelaksannnn " DokumenSKP 
,� 

" Monitoring dan evaluasi implememasl ,s Laporan monev hasil pelaksannan 
penyusuno.n SKP pcnyusunan SKP 

C, Pcnegakan a1uran disiptin/kodc "' Pcnyusunan kchijakan/pedonian terkait " Pcdoman Kodc Etik rcgawai /\SN 
etik/kode ctik penlaku pegawai aturan disiplin/kode etik pegaw;d ASN Kemcnko Bidang Kemariliman 

Kcmcnko Bidang l(r.mar!timan 

" SosiaHsa•i dan intemalisasi " Laporan hasll sosialisasi 
kebijak,m/pcdoman kodc etik Kcmenko 
Bidang Kemaritiman 

" Monitoring dan evaluasl implementasi " Laporan rnonc,· pdaksanaan kebijakan 
pcdoman kebijakan kadc etik pcgawa.i kade etik pegawai 

' Pelnksanaan E\•,,hrns, Jnbamn " Pcnyusunan informasi fakwr i"batan " Perurnusan dan Pcncwp,m Kebijakan 
Rewnrd and Punishment Bcrbasis KincJ]·,, 

'° Menyusun,,n, mcnga.Oalisis dan '° t'enctapan nilaf d�n kelas jab�tan 
menempkun Nilai dan Kclas Jabatan 

s Sistem lnfomias\ Kcgawafon " Melakukan p,:mbanguflan sistcm informasi s, Sjstcm Jnfonnasi /\SN Kemenko Oidang 
ASN bcrbasis lT Kemaritiman 

" Melakukan pengcmbangan sistcm informasi " Pengembangan sbtem infoITTI<lsi /\SN 
ASN bcrdasarkan kebutuhan organisasi Kcmcnko Bidang K�maritiman 

" Mdakukan bimtck penggunaun aplikasi " La.poran bimtck penggunnrm aplikasi 
sistcm 1nformasi ASN 

" Melakukan updating data ASN secara " Updating data sistem informasi ASN 
berkala 

,, Menggunakan data. pa.da sistcm lnfonnasi " Dokumen/laporan terhadap 
ASN untuk kebutuhan promosi, mutnsl pcmanfaatan sistcm informasi 
pegawai dan lain scbagainya 
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2.2.6. Penguatan Akuntabilitas 

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 

1. Perencanaan Program dan Kegiatan

a. Rencana Strategis Kemenko Marves Tahun 2020-2024 telah disusun

dengan pendekatan BSC, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020,

dan ditindaklanjuti dengan penetapan Renstra Eselon I oleh masing­

masing Eselon I.

b. IKU Kei:nenko Bidang Kemaritiman telah ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 81 Tahun

2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman.

c. Dokumen Penetapan Kinerja secara berjenjang mulai dari level 2

sampai level 0. Telah dibangun sistem aplikasi perencanaan kinerja

clan pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam dengan Website

maritim.go.id.

d. Target kinerja setiap triwulan telah diinput pada aplikasi "SIK­

M".

2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

a. Pemantauan dan pengukuran kinerja unit kerja dilakukan secara

online yaitu melalui Sistem Informasi Kinerja Maritim.

b. Hasil pengukuran kinerja setiap tahunnya digunakan sebagai bahan

penyusunan Laporan Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman.

c. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja di lingkungan Kemenko Bidang

Kemaritiman telah dilaksanakan sampai tingkat eselon III setiap

triwulan.

d. Hasil pengukuran kinerja dibahas pada Rapat Pimpinan Kemenko

Bidang Kemaritiman, untuk perbaikan kinerja pada triwulan

berikutnya.

e. Pengukuran kinerja individu pegawai melalui SKP Kemenko Bidang

Kemaritiman telah dilakukan:

1) Sesuai PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja

PNS: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - 60% dan Perilaku Kerja - 40%.

2) Dengan menggabungkan antara !KU individu yang dituangkan 

dalam kontrak kinerja individu dengan IKU organisasi. 
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3. Pelaporan Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman

a. Menyajikan analisa dan evaluasi capaian kinerja dengan

membandingkan antara capaian kinerja masing-masing indikator

dengan target tahun berjalan, target sampai akhir RPJMN/Renstra

clan prestasi tahun sebelumnya.

b. Menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi pimpinan

yang membahas evaluasi kinerja lingkup Kemenko Bidang

Kemaritiman clan pemantapan rencana kinerja ke depan.

c. Telah disusun laporan kinerja unit eselon I dilingkungan Kemenko

Marves setiap tahunnya.

d. Laporan kinerja telah di-upload pada website Kemenko Bidang

Kemaritiman.

4. Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman

Evq.luasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman telah dilakukan oleh

Inspektorat Kemenko Bidang Kemaritiman pada setiap Unit Kerja Eselon

I, meliputi evaluasi kinerja program/kegiatan strategis. Sedangkan untuk

penilaian SAKIP level Kementerian dinilai oleh Kementerian PANRB.

Berikut ini adalah tabel Capain Nilai SAKIP Kemenko Bidang Kemaritiman

Tahun 2016-2019:

Akuntabilitas Kinerja 

Kemenko Bidang 

Kemaritirnan 

Tabel 10. 
Capaian Nilai SAKIP 

58,04 (CC) 63,54 (B) 

Sumber: Lembar Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian PANRB 

66,99 (B) 68,59 (BJ 

Adapun nncian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Penguatan Akuntabilitas pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai 

berikut: 
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Tabel 11. 
Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penataan Penguatan Akuntabilitas IGnerja pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

-- Target Capaian Krlterla Keberhasllan Keg!atnn Keluaran Manfaat 

Penguabm Akuntnbllitas ' Meningkamya Kinerja ' Kctcrlibatan Pimpinan ' Penyusunan dan pcmbahm<an ' Dokumen ,encana strategis ' Tcrwujudnya penyclcnggaan simem akun!abilitas 
Kinerja Kcmcnko Bidang rencann stmtcgis Kemenko Bidang kincrja yang leblh ccpat, tepat dan akurat di 

Kcmaritiman Kemaritiman dan unit cselon I Kcmenko Bidang Kemaritiman 

' Mcningkatnya Akumabilitas ' Pengclolaan Akllbiljtas ' Penyusunan dan pembahasan ' Dokumcn Pcrjanjian 11'.incrja ' Tcrwujudnya p<:mingkatan akuntabllitas klnerja dan 
Kemenko Bidang Kinerja perjanjian kincI]a Mcnteri, Jl(r. keuangan di Kemcnko Bidang Kcmaritiman 
Kemaritiman Jabatan Administmsi", Fungsional dan 

Pelaksuna 
a Pt:nyusunan dan pcmbahasun lKU ' Dokumcn Manual !KU 3 Tc1wujudnya manajemcn pemcrin!ahan yang cfoklif, 

dan manual !KU transparan dan nkuntabel sena bcroricntasi pada 
hMil 

• Monitoring dan evaluasi cai,aian ' Laporan has1! monev capaian kinerja ' Adanya keselara�an kinerja antar individu dan unit 
kinerja dar, anggarar, Kemenko Bidang dan anggaran organisusi 
Kcmaritimar, dan unit kcrja sccara 
berkala 

' PenyUsunan program pm:>ritas ' Dokumen program priOritas 
Kemenko Bidang Kemaritiman 

" Monitoring dan cvaluasi eapaian 6 Laporan hasil moncv capaiar, program 
program priorims Kemenko Bid�ng pnoritas 
Kemaritiman 

' Monitonng dar, evaluam ' Laporan has.i\ monev capaian/targct 
capaian/targct nasional (KSI') K/L ,Ji nasconal (KSPI 
bawah kcordinasi Kemcnko B,dang 
Kcmaritiman 

' Penyusunar, pohon kincrjafa,.,;;.,,U"'I ' Dokumen pohon kincrja Kcmcnko 
sasaran dan indikator kincrja unit Bidang Kcrttadtiman 
secara berjcnjang 

' Mclaksana.kan rencar,a ' Laporan pclaksanaan rencana aksi 
aksi/tindaklanjut hasil mone,· cap,,iar1 
kiinerja dan anggaran dan program 
pnoritas 

w Penyusunan dan penctapan kcbij�k:\n " Pedoman kcb,jakan SAKI!' di Kcmenko 
terkait penyele.nggaran SJ\KIP di Bidang Kemaritiman 
l(cmcnko Bidang Kcmaritiman 

" Penyusunan pedoman standar " Pcdoman su,.ndar keluaran kebijakan 
keluaran kcbijakan 

" Pembangunan dun p�ngemb,angan " Sistcm Aplikasi lnformasi Manajemen 
Tdmo!ogi Informasi dalam Manajemen Kincrja Maritim 
Kinerja. 

" Pembinaan dan intcmalisasi " Lapomn pelaksanaan pembinaan dan 
pengelolaan slstcm akuntabilitas internalisasi SAK!P di 1"1gkungan 
kinerja d, Kcmenko Bidang Kemenko Bidang Kemaritiman 
Kemaritiman 

" Penyusunan laporan cnpaian kinerja " Laporan capalan kinerja Kcmenko 
Kemcnko Bidang Komaritiman dan Bidang Kemaritiman dan unit kerja 
unit kerja secara berkala 
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2.2.7. Penguatan Pengawasan 

1. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai

quality assurance dan consulting.

Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman

telah dilaksanakan dengan memperhatikan besaran risiko yang melekat

pada masing-masing aktivitas/kegiatan dengan menerapkan pengawasan

berbasis risiko. Kegiatan Quality Assurance diprioritaskan pada kegiatan

pengawasan Reviu Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Reviu Laporan Kinerja, Reviu Kebutuhan

Barang Milik Negara (BMN), Evaluasi SAKIP, dan Evaluasi Pengadaan

Barang dan Jasa. Untuk kegiatan consulting diprioritaskan pada kegiatan

pemberian pendampingan terhadap para pelaksana anggaran dan risk

assessment terhadap seluruh unit eselon 1.

2. Pengendalian Gratifikasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman Program dibentuk

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas menerima laporan

gratifikasi, memilah kategori gratifikasi dan meneruskan laporan gratifikasi

kepada KPK.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi kepada seluruh

pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman telah dilaksanakan

sosialisasi/ desiminasi/ workshop kerja sama dengan KPK, yang diikuti oleh

para Pejabat Eselon I sarnpai dengan Pelaksana, serta penandatanganan

komitmen pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh KPK.

Penandatanganan komitrnen ini sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan

terkait dengan pengejawantahan penerapan pengendalian gratifikasi dalam

rangka mewujudkan Kemenko Bidang Kemaritiman yang Transparan,

Bersih, Melayani tan pa Korupsi.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Implementasi SPIP diwujudkan dengan dibentuknya Tim SPIP di lingkup

Kemenko Bidang Kemaritiman, dengan tugas menyusun rencana kerja

SP! dan melaksanakan SP! di unit kerja Eselon I lingkup Kemenko

Bidang Kemaritiman.

b. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK-RI sejak tahun 2016-2019

Laporan Keuangan Kemenko Bidang Kernaritiman 4 (empat) tahun
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berturut-turut mendapatkan op1m dari BPK RI dengan predikat Wajar 

Tan pa Pengecualian (WTP), 

c. Penilaian Risiko (Risk Assesment)

Dengan pendampingan dari Tim BPKP seluruh unit kerja eselon 1 telah

rnelaksanakan penilaian risiko (risk assessment) dengan hasil berupa

laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada tingkat ese!on 3,

d. Nilai integritas Kemenko Bidang Kemaritiman

Nilai lntegritas Kemenko Bidang Kemaritiman merupakan nilai kualitas 

pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi 

yang terjadi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman. Nilai integritas 

merupakan hasil Survei lntegritas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. 

Penilaian indikator Nilai Integritas dilakukan oleh Kementerian PANRB, dengan 

tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean 

government. 

Tabel 12. 

Nilai Integritas Kernenko Bidang Kernaritiman 

Nilai Integritas 3,47 3,50 

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kemenko Bidang Kemaritirnan telah merniliki website untuk pengaduan

roasyarakat salah satunya melalui aplikasi berbasis web yaitu PESAN.

Pengaduan masyarakat akan diproses oleh unit kerja yang menangani isu

sesuai pengaduan termasuk layanan bantuan hukum.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Untuk rrielaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan

Kemenko Bidang Kemaritiman telah diterbitkan Peraturan Menteri

Koordinator No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan. Untuk internalisasi peraturan tersebut dan meningkatkan

pemahaman ten tang penanganan ben turan kepen tingan telah

dilaksanakan sosialisasi dan workshop kepada pejabat dan pegawai di

lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman kerja sama dengan KPK dan

Kementerian PAN dan RB. Sebagai tindak 1anjut, setiap unit kerja eselon

1 telah memetakan bentuk-bentuk benturan kepentingan yang mungkin 

terjadi dan langkah-langkah penanganannya. 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


- 41 -

6. Pembangunan Zona lntegritas (ZI)

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan

beberapa kegiatan, yaitu: 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri dan 

sekaligus dilakukan penandatanganan oleh Menteri Koordinator, 

Menteri PAN dan RB, Ketua KPK dan Ketua Ombudsman RI. 

- Pengembangan 4-unit Eselon 1 yang akan diusulkan menjadi Zona

Integritas;

Pembangunan ZI pada 4-unit Eselon 1 untuk diusulkan sebagai

Wilayah Be bas dari Korupsi (WBK);

Telah dilakukan evaluasi atas 4-unit eselon 1 dan telah diusulkan ke

Kementerian PAN dan RB.

7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

a. Rekomendasi Hasil pengawasan APIP telah disampaikan kepada

seluruh pimpinan unit kerja dan telah ditindaklanjuti.

b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan jumlah SDM APIP

sudah cukup memadai namun dari segi kualitas masih perlu

ditingkatkan;

c. Anggaran yang disediakan sudah cukup memadai

d. Perencanaan kegiatan pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) telah disusun sesuai dengan kepentingan stakeholder

dan disusun berdasarkan risiko

e. Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian Indeks Internal Audit

Capability Model (!ACM) oleh BPKP berada pada level 3 dengan catatan

yaitu belum adanya telaahan sejawat dan belum adanya kegiatan

audit kinerja.

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujllan dan sasaran 

Penguatan Pengawasan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai 

berikut: 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


- 42 -

Tabel 13. 
Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Penguatan Pengawasan pada Road Map Reformasi Birolrrasi 2015-2019 

,.,_ Target C..pa!an Krlteria Kebc,ehu.llan Kegiatan Keluamn 11!'.anfaat 

Pengm,tan Pengawasan ' Meninglmtnya Kepatuhan ' Penanganan Gratifikasi, Pcngaduan ' Mcnyusun Kebijakan GraUfikasi, ' Dokumen Kcbijakan Grati!ikasi, Tcrwujudnya Kemenko Bidang 
tcrhadap Pcngelolrum Kcuangan Masyara:kat, dan Bcnturan Kcpentingan Pengaduan Masym:akat dan Benturan Pengaduan Masyarakat dan Bcnturan Kemaritiman yang cfcsicn dan dektif 

Kcpentingan Kepentingan dalam pengelolaan keuangan scrta 
' Meningkatnya Efektivitas ' Pu.blic campaign gratifikasi, pengaduan ' Laporan PubUc Campaign penyalahgunaan kewcnangan 

Pengdolaan Keuangan masyarakat dan benturan kcpentingan 

' Mcningkatkan Status Opinl ' Implementasi Pcnanganan Gratiflkasi, ' Laporan Jumlah Pcnanganan Gratifikasi. 
BPK terhadap Pengeolaan Pengaduan Masyarnkat dan Benturan Pengaduan Masyarakat dan,bcnturan 
Kcuangan Kcpentingan kcpcntlngan 

' Mcnurunnya llngkat ' Tindakalanjul hasil Evaluasi ' Laporan Hasil Evaluas1 
penyalahgunaan wcwenang dan penanganan gratifikas,, Peng<1duan 
bcnturnn kcpentinga<1 masyarakat, dan bcncuran kepentingan 

' Pcnyampalan Laporan Harta Kekayaan ' Laporan LHKPN dun LHK,\SN 
Penye!enggaraan Negara (LHKPN) dan 
Laporan !-larta Kekayaan i\paratu, Sipil 
Negara {LHKASNJ 

2 Pcnerapan SPIP ' Mcnyusun Regulasi ten!ang SPlP di ' Kcputusnn Sekrcrru-is Kemcnterian Tl:rsclenggaranya Sistem PengcndaJi;m 
lingkup Kemenko 8idang Kemaritiman Koordinato, Nomor SKEP- mternal yang balk di seluruh unH kerja 

9 /SESMENKO / MAr<ITIM/iX/20 16 
tentang Satunn Tugas Sist<:m 
Pengendalmn Intern Pemerintah di 
Lingkungan Kemenko Bidang 
Kemaritiman 

' l'cnyusunan Manajcmen (lesiko pada ' Dokumcn Manajcmen Rcslko masing-
masing-masi<1g Unil kerjn mas[ng Unit Kc1jn 

' Sosialisasi SPJ kepada sdumll unit kcrjn ' Laporan Sosiali,;asi SPI 

' Pclaksaoaan Pcmantauan Pengcndalian ' Laporan P,:mantauan Pengcnda!ian 
Intcrnul !ntcma! 

s Pcnemoan Level Maturirtus SP! ' !ndcks Level Maturims SP! 
3 Pcmbangunan Unit Kcrja Zona Jntcgrirns ' Sosialisasi Pcmlmngunan Zana lnteg:rilas ' Laporan Sos,al<a.si Pcmbangunan ZI dan Terndcnggaranya pc!ayanan beba:< 

dan Pcnandatang,,n Komitmen Bcrsama Dokumrn Pcnnndatangan Komitmen korupst dl Kemcnko 13iclang Kemarit,man 
Pcmbangungan Zona lntegnrns Menu ju 
Unit Kcrja WBK dan WBBM 

' Melakukan Pengisian LKE Zl dan ' Dokumcn Lem bar Kerja EvaJuasl ZI 
Penilaian Mandiri Pembangu,mn Zo_na 
lntegrltas 

' Usulan Unit Kcrja Z! Kemenko Bidang ' Laporan dan Dokumen Usulan Unit 
Kcmaritiman Kcrja ZI Kcmenko Bidang Kemaritiman 

' Mclakukan moniWring dan evaluasl • Laporan hasil monev pdaksanaan 
pdaksanaan pembangunan Zona pembangunan Zona lntegritas 
lntcgritas di un!t kei:ia 
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2.2.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Publik, Kemenko Bidang 

Kemaritiman telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut: 

1. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operational Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

2. Partisipasi Stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya Kemenko Bidang Kemaritiman melibatkan stakeholder dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sinkronisasi kebijakan, fasilitasi

penyelesaian isu-isu yang terhambat pada K/L di bawah koordinasi

Kemenko Bidang Kemaritiman.

Adapun rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Road Map Reformasi Birokrasi 

2015-2019 sebagai berikut; 
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Tabel 14. 

Rincian capaian atau keberhasilan dari tujuan dan sasaran Pe_ningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 

,ro_ Target C..palo.n Krlterla Keberhasllan Kegiatan Ketuaran lllanfaat 

Penlngkatan Kulliito.s ' Meningkamya kualitas ' Pencrapan standar pelayanan pUblik ' K,:bijakah Standar Pc!ayanan Kemcnko ' Peraturan Mentcri Koordinator Bidang Stakeholde, memperolch lnformasi 
Pelayanan Publik pelayanan publik di Kemenko Kemenko Bi dang Kcmaritiman Bidat1g Kemaritiman Kemaritiman Repllblik lndom:a!a Nomo,· tcntang Kcmaritiman secara ce[Jllt dan 

Bldang Kemaritiman 8 Tahun 2016 Ten tang Standar Prosedur akurat 
Operasional Layanan Jnformasi Publik 
Di Llngkungan Kcmentcrian Koordinator 
Bidang Kcmaritiman 

' Mcrnngkatnya Jumlah Unlt ' SOP Pclaksanaan Standar Pclayanan ' Dokumcn SOP Pelaksani,an standar 
Pelayanan yang memperoleh pclayanan publik Kcmcnko Bidang 
standardisasi pe!aya.nan Kcmaritiman 
lnternasional Kemenko Bidang 
Kcmaritiman 

' Meningkatkannya !ndeks ' Rc,•iew Standar Pelayanan ' Dokumen idcntifokasi standa, pclayaaan 
kcpuasan rriasyarakat terhadap publik Kcmcnko Bidang Kemaritiman 
pelayanan publik Kemenko 
Bidang Kemantiman 

2 Budaya Pelayarmn Prima ' Sosialrnasi Budeya Pelayanan Prima ' 1.aporan Sosialisasi Oudaya Pelayanan 
Prima 

' lnnvaai Peh:wanan ' D9),umen lnovasi 81.1dr,,;·a Pelayanan 
Prima l)nfogrr,fis. Karikatur, dll) 

' Pengelolaan Pr.ngaduan bcrbasis ' Membang1m Slslem Peng,�duan ' Sistcm Pengaduan bcrbasis website 
Tcknologi lnformasi 

' Mcn_vusun SOP Pcngaduan Pelayanan ' Dokumen SOP Pcngaduan Pclayrumn 

' Mc"rnbentuk Unit PcngdO!a Pengaduan ' SK Unit PcngelQ!a Pengaduan Pclayanan 
Pdnyanan 

' Penyu�unan Tindaklanjut Pcngaduan ' Laporan 11ndak !�1.njut Pe11gad,rnn 
dan Evaluasi Penanganan Pengaduan 

4 Peniiaian Kepuasan Terhadap Pelayanan ' Membangun Sistem Survei Kepuasan ' Sistcm Kepuasan Layanan 
Pelayanan 

' Pcnge!Olaan Portal Internet , l.aporan pengclolaan !T Kemenko Bidang 
Kemaritiman 

' Pengelola.an Website ' website ; maritim.go.id 

' Penge!olaan Si stem Jaringan Dokumen ' website : Jdih.maritim.go.id 
dan lnformasi 

' Penyebarh.msan Data dan Jnformasi ' !itporan pelayanan data dan informasi 

' Melakukan Monitoring dan Evaluasi ' Laporan monitoring dan Evaluasi 
sctmp triwulan dan semester terhadap pelaksanaan digitalisasi pelayanan 
pelaksanaan digltallsasi pelayanan Kemenko Bldang Kemaritiman setiap 
Kemenko Bidang Kcmaritiman triwulan. 
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2.3. Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi pada fase I, mengalami penguatan fungsi sebagai 

Kementerian Koordinator, yaitu dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 

92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi, sehingga Kemenko Marves memiliki fungsi utama Sinkronisasi, 

Koordinasi, dan Pengendalian yang mengkoordinasikan 7 (tujuh) 

Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jika dilihat dari sudut normatif, 

koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, 

menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau 

berbeda-beda
1 

agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada 

saat yang telah ditetapkan. 

Dalam ilmu Pemerintahan, dipahami dalam arti luas Eksekutif termasuk 

militer dan polisi, legislatif, dan yudikatif adalah aparat yang dibayar oleh yang 

dilayani (rakyat) melalui negara untuk memberikan pelayanan publik terbaik 

kepada rakyat. Hal tersebut selaras dengan tujuan koordinasi yaitu 

menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi, mencegah konflik, serta 

memelihara iklim yang saling responsif-antisipatif setinggi mungkin melalui 

sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar kegiatan. 

Oleh karena .itu, sebagai organisasi pemerintah Kemenko Marves 

melakukan upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja yang dilaksanakan dengan 

penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung. Faktor kunci 

keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves antara lain: 

1. Komitmen semua level manajemen dan unsur pimpinan dalam mengawal

program Reformasi Birokrasi Kemenko Marves.

2. Dalam seluruh tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves,

komitmen pimpinan selalu didapatkan, salah satunya ditandai dengan

penandatangan kesiapan Kemenko Marves untuk melaksanakan program dan

rencana kerja Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi

menjadi fokus prioritas kegiatan Kemenko Marves.

3. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan, utamanya

terkait revolusi mental aparatur Kemenko Marves. Pada hakikatnya,
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seluruh pelaksanaan pro·gram dan kegiatan di Kemenko Marves merupakan 

program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus 

menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. 

4. Internalisasi nilai-nilai budaya kerja organisasi dan pentingnya melakukan

perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set). Menanamkan

dan melaksanakan nila-nilai budaya kerja organisasi Kemenko Marves serta

melakukan perubahan mindset dan culture set kepada seluruh jajaran

pegawai Kemenko Marves dengan menggunakan pendekatan emosional

quotient dan spritual quotient yang dilaksanakan secara terprogram dan

berkala akan menumbukan semangat kebersamaan dan memacu seluruh

pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi.

5. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi.

Keterlibatan seluruh komponen organisasi dan pengerahan sumber daya

yang ada merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Kemenko

Marves untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko

Marves. Upaya pengerahan seluruh sumber daya dijalankan seiring dengan

peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan

prasarana dan sarana.

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi

Birokrasi di lingkungan Kemenko Marves diupayakan menjadi kebutuhan

Kemenko Marves, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas

Pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.

7. Pencapaian clan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada

dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan

birokrasi yang lebih baik.

8. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur
1

dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terns menerus akan

dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun

pada tahap implementasi, serta monitoring dan evaluasinya.

2.4. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenko Bidang Kemaritiman 

2.4.1 Manajemen Perubahan 

Permasalahan Reformasi Birokrasi secara nasional yang juga 

terjadi di Kemenko Bidang Kemaritiman terkait manajemen perubahan 

adalah: 

1. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal.
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2. Reformasi masih dianggap sebagai penugasan semata belum melekat

pada pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Agen Perubahan di level unit kerja masih belum optimal dalam

menunjukkan perubahan yang sudah dilaksanakan dalam lingkup

unit.

4. Budaya kerja organisasi sudah diinternalisasi secara menyeluruh

kepada seluruh pegawai di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman,

namun pelaksanaanya belum dimonitor dan dievaluasi. Perubahan

mindset dan culture set terhadap ciri birokrasi yang selalu menunggu

clan saling berharap, sehingga harus diubah agar menjadi lebih baik,

yaitu birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to give good

services), inovatif, serta mempercepat (faster) layanan dan bukan

se baliknya.

2.4.2 Deregulasi Kebijakan 

Beberapa permasalahan di dalam penataan peraturan perundang­

undangan di Kemenko Bidang Kemaritiman antara lain: 

1. Pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pembentukan substansinya tidak konsisten, sehingga menyulitkan

dalam perumusan dan pengharmonisasian penyusunan peraturan

perundang-undangan.

2. Masih adanya eg01sme sektoral dari masing-masing instansi

terkait/unit kerja eselon I.

3. Peraturan Perundang-undangan tidak harmonis setelah

diidentifikasi
1 

analisis dan pemetaan serta diintegrasikan dengan

BPHN, namun belum dievaluasi secara berkala terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Perubahan nomenklatur struktur organisasi tidak sepenuhnya

sesuai kebutuhan pencapaian tujuan kementerian.

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan yaitu perlunya dilakukan konsultasi 

publik guna mendapatkan tanggapan/masukan terhadap rancangan 

peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, hal ini perlu 

dilakukan guna mengetahui tingkat penerimaan stakeholder apabila 

suatu peraturan perundang-undangan telah berlaku serta perlunya 

kbordinasi dengan stakeholder terkait. 
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2.4.3 Penataan Organisasi 

Pelaksanaan penataan organ1sas1 umumnya tidak melalui 

penyusunan peta proses bisnis yang menjadi urusan utama di setiap level 

organisasi. Idealnya dalam penataan organisasi didahului dengan 

melakukan penyusunan peta proses bisnis setiap level organisasi. Masih 

belum dilakukan secara masif sosisalisasi dan internalisasi tugas dan 

fungsi serta uraian tugas jabatan yang ada dalam struktur organisasi 

Kemenko Bidang Kemaritiman. Hal ini sesuai dengan basil survei 

integritasjabatan yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2019. 

2.4.4 Penataan Tata Laksana 

Be berapa permasalahan dalam penguatan area perubahan tata 

laksana di Kemenko Bidang Kemaritiman ad'alah sebagai berikut: 

1. Proses bisnis dan SOP pada umumnya belum dijadikan acuan dalam

pengintegrasian program clan melakukan prosedur kerja.

2. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi secara umum

belum berjalan selarna periode 2015-2019.

3. Belum tersedianya media centerdan tidak berjalannya secara optimal

layanan informasi publik.

2.4.5 Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Kemenko Bidang 

Kemaritiman adalah sebagai berikut: 

1. Rumusan indikator kinerja individu dalam Perjanjian Kinerja belum

selaras dengan rumusan penilaian kinerja individu yang dituangkan

dalam sasaran kerja pegawai (SKP).

2. Adanya perubahan kebijakan dalam manajemen ASN yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS, maka perlu penyesuaian yang lebih intens lagi

dalam penataan manajemen SDM;

3. Bertambahnya urusan, tugas dan fungsi Kemenko Marves,

meningkat pula beban kerja Kemenko Marves. Sementara untuk

pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai dipengaruhi oleh kebijakan

moratorium pembatasan dalam pengisian formasi pegawai yang

dibutuhkan Kementerian/Lembaga clan Pemerintah Daerah.
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4. Belum seimbangnya antara jumlah pegawai yang ada dengan

kebutuhan organisasi baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi;

5. Belum adanya penyusunan pola karier pegawai di lingkungan

Kemenko Marves;

2.4.6 Penguatan Pengawasan 

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu 

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem 

pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku 

negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah 

menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, perubahan perilaku koruptif 

aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan 

sistem pengawasan. Program penguatan peng'awasan yang efektif di 

lingkungan pemerintah divrujudkan dengan membangun transparansi 

tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi. 

Permasalahan Reformasi Birokrasi yang masih terjadi di Kemenko 

Bidang Kemaritiman terkait penguatan sistem pengawasan antara lain: 

1. Pengendalian internal telah dilakukan, namun belµm seluruh unit

kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap

kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan

organisasi.

2. Belum ditetapkannya whistleblower system di lingkungan Kemenko

Bidang Kemaritiman.

3. Telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas, tetapi belum

memiliki unit kerja yang berhasil mernperoleh predikat menuju WBK

atau WBBM.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Auditor melalui

kegiatan Diklat, Seminar, Workshop, dan Konferensi agar dapat

melaksanakan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien.

2.4. 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengukuran kinerja masih dilakukan triwulanan,

sehingga kurang cepat dalam mengatasi permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan.
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2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program belum

secara optimal memberikan umpan balik perbaikan akuntabilitas

kinerja dan efektifitas program.

3. Belum -melakukan penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai

dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan

terhadap hasil/kinerja serta melakukan perbaikan atas basil

pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk

tahun berikutnya,

4. Penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi

pada seluruh formasi jabatan belurn menjadi dasar pemberian

reward (pemberian tunjangan kinerja) dan punishment bagi yang

tidak mencapai kinerja.

2.4.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan cerm1nan suatu instansi 

Pemerintah, kualitas pelayanan yang efesien, efektif dan profesional 

serta terbuka akan membangun kepercayaan publik. Kendala yang 

masih ada dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai berikut: 

1. Masih belum tersedianya fasilitas pelayanan yang maksimal.

2. Belum maksimalnya inovasi terhadap kepuasan pelayanan di

semua unit kerja.

3. SDM aparatur belum memiliki jiwa melayani dengan maksimal

kepada stakeholder.
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BABJII 

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS REFORMASI BJROKRASI 

KEMENKO MARVES 

3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi 

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi 

Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024 ini adalah hal-hal yang mempengaruhi 

jalannya Reformasi Birokrasi Kemenko Marves ketika menjalankan tugas dan 

fungsinya yang terkait fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian, 

diantaranya: integritas dan profesionalitas; penegakan dan kepastian hukum; 

administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan 

transformasi digital. 

3.1.1 INTEGR!TAS DAN PROFESIONALITAS 

Tuntutan terhadap pentingnya peningkatan dan penguatan integritas 

dan profesionalitas aparatur birokrasi/ aparatur sipil negara (ASN) merupak.an 

hal utama dan kunci suksesnya seorang aparatur birokrasi dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik 

serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu harus didorong melalui 

penguatan nilai-nilai integritas dan profesionilitas bagi aparatur birokrasi 

Kemenko Marves sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu kesuksesan reformasi 

birokrasi diukur oleh kualitas kinerja yang dihasilkan oleh birokrasi Kemenko 

Marves. Disamping itu, birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan 

perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. 

Sejarah berdirinya Kemenko Marves diawali dari peran pegawai yang 

heterogen yang berasal dari berbagai K/ L bahkan Pemerintah Daerah yang 

memiliki integritas yang tinggi untuk membangun
1 

mensukseskan clan 

melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Marves. Oleh karena itu, integritas 

dan profesionalitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk membangun satu visi 

dan misi serta tujuan yang sama dalam mewujudkan budaya organisasi di 

Kemenko Marves. 

3.1.2 PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM 

Pendekatan koersifyaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan 

dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan 

tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Kemenko Marves perlu 
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untuk mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi unit kerja 

atau pegawai yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang 

lebih baik bagi organisasi Kemenko Marves dan Kementerian/Lembaga di 

bawah koordinasi Kemenko Marves. Demikian juga sebaliknya, perlu 

punishment yang tegas, bagi unit kerja atau yang tidak melaksanakan atau 

bahkan abai dalam pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi. Pemberian penghargaan 

dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam bantuk regulasi atau kebijakan 

yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundangan. 

3.1.3 ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN 

Aspek adminstrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa 

prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan 

antara Pemerintah clan masyarakat. Struktur yang dibentuk harus benar­

benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan 

berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur. 

Disamping itu, struktur terse but tentunya berorientasi mempermudah proses 

pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas Kemenko Marves yaitu dalam 

menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan. Oleh 

karena itu, struktur tersebut tidak gemuk dan membuat potensi birokrasi 

tidak dapat berkembang. Da1am rangka melaksanakan visi misi dan arahan 

Presiden di bidang kemaritiman clan investasi, Kemenko Marves terus 

melakukan penataan struktur orgamsas1, clan peng1s1an SDM yang 

berintegritas, profesional dan kompeten secara terbuka, tentunya didasari 

pada kebutuhan organisasi dan sesuai peraturan perundangan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi clan 

menciptakan/menghaclirkan ASN Kemenko Marves yang berintegritas, 

kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, 

akuntabel dan kapabel. 

3.1.4 BUDAYA BIROKRASI 

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan 

pengalaman yang menginternalisasi. Stigma negatif sejak lama telah melekat 

terhadap birokrasi dan PNS, antara lain: lambat, berbelit-belit, sulit, mahal 

dan lain sebagainya. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

Pemerintah te1ah menetapkan 3 {tiga) sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan 

publik yang prima. Untuk mendorong pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, 
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perlu adanya budaya birokrasi yang memiliki nilai-nilai budaya positif dalam 

tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kemenko Marves saat ini telah 

memiliki nilai budaya kerja organisasi yaitu PATEN (Passion, Accountable, 

Team Work, Effecient dan Effective, Networking) yang secara terprogram dart 

berkala diinternalisasikan kepada seluruh pegawai, kemudian diaplikasikan 

dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Nilai PATEN yang mencakup 

Passion, Accountable, Team Work, Effecient dan Effective, Networking telah 

mencakup modalitas dasar dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, 

akuntabel dan profesionaL 

3.1.5 GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Sustainable Development Goals /SDGs) menjadi rujukan bersama bagi 

pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih 

baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. 

Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat 

membantu para ASN dalam memposisikan pe:rannya di kancah global maupun 

regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejurnlah isu yang menarik 

perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan 

pemanfaatan "Big Data", pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan 

yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan 

artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu 

mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus 

tetap membumi dan memperhatikan kearifan lokal. 

Kemenko Marves memiliki peran besar dalam keikutsertaan Indonesia di 

kancah global, regional clan wilayah. Integrasi data dari setiap unit kerja 

lingkup Kemenko Marves menjadi prioritas utama dalam rangka menunjang 

tujuan 1'Big Datd' (Integrasi Data). Setiap unit kerja saling berkolaborasi untuk 

saling berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi, sehingga 

memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang pada akhirnya akan 

memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

3.1.6 REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

Perkembangan "Revolusi Industri Tahap 4" (dikenal juga sebagai 

Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru 

yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kemenko 

Marves. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja dan pola 

hubungan/interaksi dengan stakeholder terkait dan masyarakat juga 
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mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, 

komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data
1 

dan Internet of Things (IoT) 

akan mendorong Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk 

memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang 

fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan 

ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan 

mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif 

pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi 

digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Berbagai sistem telah 

dibangun untuk meningkatkan kinerja Kemenko Marves, namun ruus 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam sistem informasi menuntut Kemenko 

Marves untuk terns melakukan terobosan dan inovasi dalam peningkatan 

pelayanan dan kinerja secara internal dan kepada Kemen'terian/Lembaga di 

bawah koordinasi Kemenko Marves. 

3.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi 

Isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh signifikan 

dalam proses Reformasi Birokrasi. Di Kemenko Marves, Isu strategis Reformasi 

Birokrasi yang perlu direspon dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan 

kelembagaan birokrasi, pemanfaatan teknologi dan 5 (lima) arahan utama 

Presiden. 

3.2.1 PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI 

Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi (penyederhanaan 

birokrasi) rnerupakan bagian dari penataan clan penguatan organisasi di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk mendapatkan 

profil kelembagaan pernerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. 

Untuk mencapai hal tersebut rnaka penyederhanaan struktur clan kelernbagaan 

birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus 

dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelernbagaan birokrasi rnerupakan 

Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pernerintah yang selanjutnya 

diikuti dertgan penetapan tatalaksana dan koordinasi Hntas bidang menuju 

terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada 

sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan 
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·birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi

menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level terse but

menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai

dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar

struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

3.2.2 TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas 

dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknolbgi 

digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan responsif 

dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau 

elektronik. Isu ini menjadi pen ting untuk direspon dalam merumuskan langkah 

strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam 

hal ini, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan 

transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam 

rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk 

mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang 

fleksibel dan tanpa batas. 

3.2.3 ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima 

arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, 

Pembangunan Infrastruktur
1 

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan 

Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama 

presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap 

program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima 

sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu 

mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang 

dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0, Dalam hal 

pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan 

penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala 

penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan 

pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal penyederhanaan 

regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di 
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mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak 

yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan 

Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan 

seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan 

kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan 

efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas 

instansi. 

Gambar 5. 

Arahan Utama Presiden Republik Indonesia 
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(Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024) 

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan 

dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. 

Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi 

lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk 

menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang 

mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, 

Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi 

yang menyebabkan efisiensi dan efektif. 
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

KEMENKO MARVES 

Peraturan Menteri PANRB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reormasi Birokrasi Tahun 2020-2024 menjadi salah satu pedoman bagi 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Road Map 

setiap instansi. Dalam Peraturan Menteri PANRB tersebut disebutkan bahwa 

untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi secara nasional, 

maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional dilakukan dengan 

menetapkan indikator dari tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi nasional. 

Hal ini dilakukan agar keberhasilan capaian pelaksanan Reformasi Birokrasi 

lebih terukur dan objektif. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat 

merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan. 

Gambar6. 

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Sumber: Road Map Nasional 2020-2024 

Pemerintahan yang 

lndikator Outcome: 
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2. Nilai SAKIP
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lnd[ka1!or: 

L lndeks Kelembagaan 

2. lndeks SPBE

3. lndeks Profesionalitas ASN 

lndikator: 

lndeks Pelayanan Publik 

(Kebijakan Pelayanan, 
Profesionalisme SOM, Sarana 

Prasarana, Sistem informasi 
pelayanan Publik, Konsultasi 

dan Pengaduan, dan lnovasi) 

4.1 Tujuan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024 

Tujuan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves tahun 2020-2024 adalah 

untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kemenko Marves 

Melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi lnformasi Terintegrasi. 
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Pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 Oktober 2019, 

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan tiga (3) arahan kepada Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: 

1. Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia

sebagai "Poros Maritim Dunia";

2. Menangani hambatan-hambatan investasi; dan

3, Merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar. 

Selanjutnya Arahan Presiden Jokowi dipertegas dalam rapat terbatas (Ratas) 

ke-1, tanggal 23 Oktober 2019 terkait tugas Kemenko Marves dan yang harus 

dilaksanakan di bidang kemaritiman clan investasi yaitu: 

1. Investasi

a. Fokus penyiapan program-program terobosan untuk mengatasi Neraca

Perdagangan dan Defisit transaksi berjalan.

b. Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan.

c. Iklim investasi harus kita bangun dan benahi.

2. Energi

a. Meningkatan produksi migas dalam negeri.

b. lmplementasi dan kebijakan EBT juga harus dipercepat.

3. Infrastruktur dan Konektivitas

a. Penambahan trayek.

b. Peningkatan frekuensi.

c. Pengenclalian monopoli terhadap pasokan barang (penciptaan harga

kompetiti�.

cl. Penurunan biaya logistik clan biaya transportasi.

4. Inclustri clan Maritim

a. Pengurangan pada barang-barang impor.

b. Tidak mengekspor bahan mentah.

c. Mengembangkan produk-produk petrochemical dan membangun kawasan

petrochemical.

5. Pariwisata

a. Fokus dan konsentrasi pada 5 lokasi daerah pariwisata, baik itu

infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk yang berbasiskan

ekonomi rakyat.

b. Target akhir tahun 2020, semua aspek yang mendukung sektor pariwisata

harus rampung/ selesai, antara lain: Infrastruktur, pelabuhan, produk­

produk wisata clan kalender event serta kondisi lingkungan yang
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menunjukan -sebagai kawasan wisata. 

Memperhatikan arahan Presiden tersebut diatas, dan dalam rangka 

mewujudkan !ala kelola pemerintahan yang baik di bidang kemaritiman dan 

investasi, maka arah Reformasi Birokrasi Kemenko Marves adalah untuk: 

a. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam

mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum

internasional;

b. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman

yang seimbang dan dinamis;

c. Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan

Indonesia;

d. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya

alam; clan

e. Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,

berkarakter dan berbudaya nusantara,

4.2. Sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024 

Selanjutnya, untuk lebih mengonkritkan tujuan Reformasi Birokrasi 

Kemenko Marves, maka sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko 

Marves tahun 2020-2024 diarahkan untuk: 

1. Tersedianya ASN Kemenko Marves yang kapabel;

2. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan tata kelola kelembagaan yang

akuntabel; dan

3. Meningkatnya pelayanan Kemenko Marves berbasis pada Inovasi dan

Teknologi Informasi.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves merupakan 

pengungkit utama untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi di Kemenko 

Marves. 

Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang akan menjadi ukuran 

keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024. Di 

bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko 

Marves 2020-2024 beserta baseline tahun 2019 dan target pada tahun 2024. 
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Tabel.15 

Sasaran, Indikator clan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024 

ASN Kemenko Marves L lndeks Profesionalitas ASN n.a 100% 

yang Kapabel Kemenko Marves 

Pengelolaan Anggaran 2. Tingkat Opini BPK WTP WTP 

dan Tata Kelola 3. Indeks RB Kemenko Marves 69.13 100% 

Kelembagaan yang 

Akuntabel 

Pelayanan Kemenko 4. Indeks SPEE Kemenko 2.07 4.0 

Marves yang Berbasis Marves

pada Inovasi dan 5. Indeks Pelayanan Publik n.a 100% 

Teknologi Informasi Kemenko Marves

4.3. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

4.3.1 Gambaran Singkat Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional 

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map 

Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024, strategi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kemenko Marves harus ditetapkan sebaik mungkin. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, strategi 

pelaksanaan dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu: 

1. Nasional; Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi

dalarn tingkat pelaksanaan Makro dan Mesa.

2. lnstansional; Pada tingkat instansional, disebut juga tingkat pelaksanaan

mikro yang mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi

Birokrasi pada .tnasing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah. Kebijakan tersebut digariskan secara nasional melalui program

makro, program mesa dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang

masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan

program Reformasi Birokrasi Nasional.

A Program Makro 

Pada level makro, program pelaksanaan RB fokus terhadap upaya dalam 

menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal 
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implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai dengan Road Map RB 

2020-2024 dan memastikan agar pelaksanaan agenda RB berjalan 

sebagaimana kerangka Road Map Nasional Berikut: 

Gambar 7. 

Kerangka waktu Road Map RB Nasional 2020-2024 
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Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso merupakan 

pelaksanaan sasaran program yang merupakan uraian atau cascade down dari 

3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi Nasional (Peraturan Menteri PANRB 

Nomor 25 Tahun 2020). Sesuai dengan RPJMN 2019-2024 dan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, terdapat 14 K/L yang rnenjadi leading 

sector/instansi pengampu pencapaian pelaksanaan sasaran program dan 

kegiatan/terna, antara lain: Kementerian PANRB, LAN, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP, Kementerian 

Kominfo, Bappenas, Kernenterian Keuangan, BKN, ANRI, Kementerian Hukum 

dan HAM, Kantor Staf Presiden dan Kemenko Perekonomian. 
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C. Program Mikro

Program, indikator dan kegiatan pelaksanaan RB pada tingkat Mikro:

Tabel 16. 

Program, lndikator dan Kegiatan RB Tingkat Mikro 

Program/ Area lndikator Kegiatan Birolrrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

Manajemen Indeks l. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai ✓ ✓ ✓ 

Perubahan Kepemimpinan untuk meningkatkan komitmen clan

Perubahan implementasi perubahan (reform);

2. Penguatan nilai integritas;

3. Pengembangan clan Penguatan peran

agen perubahan dan role model;

4. Pengemban_gan budaya kerja dan cara

kerja yang adaptif dalam menyongsong

revolusi industri 4.0;
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

Penataan Per UU / Indeks Reformasi 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan ✓ ✓ ✓ 

Deregulasi Kebijakan Hukum regulasi lingkup lntansi Pemerintah 

(menghilangkan overlapping peraturan); 

2. Deregulasi aturan yang menghambat

birokrasi;

3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di

linglrup Intansi Pemerintah;

4. Melakukan perencanaan kebijakan yang

meliputi agenda setting dan formulasi

kebijakan;

Indeks Kualitas Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan ✓ ✓ ✓ 

Kebijakan yang telah disusun 

Penataan Indeks 1. Assessment organisasi berbasis kinerj a; ✓ ✓ ✓ 

Organisasi/ Kelembagaan 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) 

Kelembaga;:m kelembagaan lntansi Pemerintah 

berdasarkan basil assesment, 

3. Membentuk struktur organisasi yang

tepat fungsi.
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

Penataan Tata Indeks SPEE 1. Penerapan Tata Kelola SPBE;Penerapan ✓ ✓ ✓ 

Laksana Manajemen SPEE;

2. Penerapan Layanan SPEE;

3. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam

tata kelola pemerintahan;

Indeks 1. Implementasi Manajemen Kearsipan

Pengawasan Modern dan Handal (dari manual ke

Kearsipan digital);

2. Melakukan pengelolaan ars1p sesuai

aturan;

3. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;

Indeks Melakukan pengelolaan keuangan secara

Pengelolaan tepat dan sesuai aturan; 

Keuangan 

Indeks Melakukan pengelolaan atas aset sesuai 

Pengelolaan Aset dengan kaidah dan aturan yang berlaku, 

Indeks 1. Penguatan implementasi keterbukaan

Pemerintahan informasi publik;

Daerah 2. Pengembangan proses bisnis instansi

dan unit;
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelay!;I.Ilan Pu.bilk 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

3. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;

Sistem Manajemen Indeks 1. Menerapkan prinsip-prinsip maneJemen ✓ ✓ ✓ 

SDM Profesionalitas ASN secara profesional;

ASN 2. Implementasi manajemen ASN berbasis

merit sistem;

3. Penetapan ukuran k:inerja individu;

4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu

secara berkala;

Indeks Merit 1. Penguatan implementasi Reward and

Sistem Pimishment Berdasarkan kinerja;

2. Pengembangan kornpetensi dan karir

ASN berdasarkan hasil/monitoring dan

evaluasi kinerja dan kebutuhan

organisasi;

3. Pemanfaatan IT dalam. manajemen ASN;

4. Pengembangan nilai-nilai untuk 

menegakkan integritas ASN; 
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Alum tabel Kapabel 

Indeks Tata 1. Pengembangan implementasi 

Kelola Manajemen Talenta (talent pool};

Manajemen ASN 2. Penguatan database dan sistem 

informasi kepegawaian untuk 

pengembangan karier dan talenta ASN; 

Penguatan Nilai SAKIP I. Melakukan perencanaan terintegrasi dan ✓ ✓ ✓ 

Aklmtabilitas perencanaan yang lintas sektor

(collaborative and crosscutting);

2. Penguatan keterlibatan p1mpman dan

seluruh penanggung jawab dalam

perencanaan kinerja, monitoring dan

evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;

3. Peningkatkan kualitas penyelarasan

kinerja unit kepada kinerja organisasi

(goal and strategy cascade);

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja secara berkala;

Indeks 1. Pengembangan dan pengintegrasian

Perencanaan sistem informasi kinerja, perencanaan,

dan penganggaran;
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birol-aasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

2. Penguatan implementasi value for money

dalam rangka merealisasikan anggaran

berbasis kinerja;

Pengawasan Maturitas SPIP Melakukan Penguatan implementasi SPIP di ✓ ✓ ✓ 

seluruh bagian organisasi; 

Kapabilitas APIP I. Meningkatkan Kompetensi APIP; 

2. Pemenuhan Rasia APIP (pemenuhan

jumlah ideal aparatur pengawas);

OpiniBPK I. Melakukan pengelolaan dan

akuntabilitas keuangan sesuai kaidah

dan aturan yang berlaku;

2. Pembangunan unit kerja Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM;

3. Penguatan pengendalian gratifikasi;

4. Penguatan penanganan pengaduan dan

komplaini

5. Pelaksanaan pemantauan benturan 

kepentingan;

Manajemen I. Membuat Kebijakan Manajemen Risiko

Resiko (MR)

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


-68 -

Program/ Area Indikator Kegiatan Birolrrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabel 

2. Menyusun Pedoman, Prosedur dan

Manual MR

3. Membentuk Unit MR

4. Me_nentukan Pengelola risiko pada unit

satuan kerj a

Indeks Tata Melakukan pengawasan atas pengelolaan ✓ ✓ ✓ 

Kelola barang danjasa agar sesuai dengan aturan; 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pelayanan Publik Indeks Pelayanan 1. Melakukan penguatan implementasi ✓ ✓ ✓ 

Publik kebijakan bidang pelayanan publik 

(Standar Pelayanan, Maklumat 

Pelayanan, SKM) 

2. Pengembangan dan pengintegrasian

sistem informasi pelayanan publik dalam

rangka peningatan akses publik dalam

memperoleh informasi pelayanan;

3. Pengelolaan pengaduan pelayanan

publik secara terpadu, tuntas dan

berkelanjutan dalam rangka
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

dan Akuntabel Kapabe1 

memberikan akses kepada publik dalam 

mendapatkan pelayanan yang baik; 

4. Peningkatan pelayanan publik berbasis

elektronik dalam rangka memberikan

pelayanan yang mudah, murah, cepat,

dan terjangkau.

5. Penciptaan, pengembangan, dan

pelembagaan inovasi pelayanan publik

dalam rangka percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik;

6. Pengembangan sistem pelayanan dengan

mengintegrasikan pelayanan pusat,

daerah dan bisnis dalam ma! Pelayanan

Publik;

7. Pengukuran kepuasan masyarakat 

secara berkala;

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pelayanan publik

secara berkala.
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Program/ Area Indikator Kegiatan Birokrasi yang Birokrasi Pelayanan Publik 

Perubahan Bersih yang yang Prima 

clan Akuntabel Kapabel 

Hasil Survei 1. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan

Kepuasan survei kepuasan masyarakat;

Masyarakat 2. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

4.3.2 Strategi dan Rencana Aksi RB Kemenko Marves 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Marves Strategi sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi 

secara nasional, maka strategi yang akan dilakukan yaitu dengan menyusun program dalam bentuk rencana aksi kegiatan yang 

rnendukung pelaksanaan dan tercapainya indikator program meso dan rnikro. 

1. Manajemen Perubahan

Tabel 17. 

Manajemen Perubahan 
Sasaran Pelaksanaan 

Kriteria Ukuran 
Program Indeks Terna Kegiatan Dampak 

Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 
Capaian 

Indeks Peningkatan Keikutsertaan 
Terlaksananya Organisasi dan 

Manajemen Kepemimpi implementasi seluruh unsur 
fnternalisasi RB Program RB hingga Tata Kelola V V V V 

Perubahan nan Reformasi organisasi 
Unit Kemenko Marves 

Perubahan Birokrasi dalam 

2024 
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Sasaran Pelaksanaan 
Kriteria Ukuran 

Program lndeks Terna Kegiatan Dampak 
Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Capaian 

melakukan yang Bersih dan 

perubahan Bebas dari KKN 

Jumlah Unit 

Pembangungan 
Terlaksananya Kerja yang 

Penguatan Nilai pem bangungan memperoleh 
Zona Integritas di 4 6 8 10 12 

Integritas Unit Zona Integritas di indeks 75 untuk 
unit 

Unit WBK dan indeks 

85 untuk WBBM 

Peningkatan Persentase Menin_gkatnya 

peran Role Pembinaan dan Terimplementasinya Kenaikan kinerja unit dan 

Model (Change Pendampingan rencana perubahan Jumlah AoC di organisast N/A 10% 10% 10% 10% 

Leader dan A gen Agen Perubahan AoC pada organisasi Kemenko melalui inovasi 

Perubahan) Marves dan kinerja AoC 

identifikasi nilai- Terciptanya 

Pengembangan nilai baru Budaya 
Nilai Entropi Budaya Terlaksananya 

kolaborasi serta 
Kerja Organisasi reviu Budaya 

budaya kerja Kerja sesuai meningkatnya V - - V -

Kemenko Marves Kerja Kemenko 
yang adaptif karakter loyalitas dan 

Kategori Baik Marves 
organisasi kepuasan bekerja 
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2. Deregulasi Kebijakan

Tabel 18. 

Deregulasi Kebijakan 
Program Sasaran Terna Kegiatan Kriteria Ukuran Keberhasilan Dampak Pelaksanaan 

Indeks Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Capaian 

Deregulasi Indeks Sinkronisasi Melakukah Terlaksananya Tersedianya data Terwujudnya V V V V V 

Kebijakan Reformasi dan Pemetaan dan pemetaan Per VU basil pemetaan Peraturan sesuai 
Hukum Deregulasi Penyusunan yang ada dan regulasi lingkup kebutuhan 

aturan Proleg regulasi kebutuhan Per Kemenko Marves organisasi 

Kemenko Marves uu 

Deregulasi Terlaksananya Rancangan Per UU tidak ada peraturan V V V V V 

aturan yang sinkronisasi dan Bidang Kemaritiman Kemaritiman dan 

menghambat koordinasi dan Investasi yang Investasi yang 

birokrasi penyusunan harm.orris tumpang tindih 

Peraturan di 

Bidang Marves 

Indeks Penguatan Melakukan reviu Terlaksananya Tersedianya Terciptanya sistem V V V V V 

Kualitas Sistem atas kebijakan Penyusunan Per kebijakan/Peraturan penyusunan Per UU 
Kebijakan Regulasi di penyusunan UU yang mudah Menteri Marves yang mudah 

Kemenko peraturan dan sistematis tentang pedoman 
Marves internal di penyusunan Per UU 

Kemenko Marves di Kemenko Marves 

Kualitas Melakukan Terlaksananya Tersediannya Kebijakan yang V V V V V 

Kebijakan perencanaaan koordinasi sejak Kebijakan yang tepat mudah 
Bidang kebijakan yang dari perencanaan sasaran dan mudah dilaksanakan dan 

Kemaritiman meliputi agenda penyusunan diimplementasikan tidak tumpang 
dan lnvestasi setting dan sampai dengan tindih 

forrnulasi evaluasi 
kebijakan 
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Melakukan pemanfaatan Tersedinya V V V V V 

penilaian kebijakan Rekomendasi 

manfaat perbaikan kebijakan 

kebijakan kepada 

stakeholder 

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Tabel 19. 

Penataan Organisasi/ Kelembagaan 
Sasaran Pelaksanaan 

Kriteria Ukuran 
Program Indeks Terna Kegiatan Dampak 

Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 
Capaian 

Evaluasi 
Evaluasi Peringkat komposit 

Kelembagaan V - - V -

Kelem bagaan organisasi 
Kemenko Marves 

Penguatan Naskah akademik 
Penataan 

Indeks Organisasi pembentukan Kelembagaan 
Organisasi/ 

Kelembagaan 
Pengelompokan 

Kemenko Struktur organisasi yang optimal 
Kelembagaan urusan dalam 

Marves organisasi yang Kemenko Marves V - - V -

struktur 
tepat fungsi Permenko Marves 

organisasi 
tentang Organisasi 

dan Tata Kerja 
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4. Penataan Tata Laksana

Tabel 20. 

Penataan Tata Laksana 

Sasaran Pelaksanaan 
Kriteria Ukuran 

Program lndeks Terna Kegiatan Dampak 
Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 20�2 2023 2024 

Capaian 

Penerapan Penyiapan Kebijakan Tersediariya Dokumen kepastian dan 

Sistem Tata Kelola SPEE kebijakan sebagai Kebijakan keberlanjutan 

Pemerintahan Kemenko Marves dasarhukum (Master penerapan 

Berbasis penerapan SPEE PLAN) Sistem SPBE 
V V V V 

Elektonik di pemerintaha 

Kemenko n berbasis 

Marves elektronik 

Penyiapan kebijakan 
Tersedianya 

Penataan Indeks SPBE pedoman Pedoman 
layanan SPEE V V V V V 

Tatalaksana penyelenggaraan SPBE 
Kemenko Marves 

SPBE 

Terbentukny 
Implementasi 

Tersedianya SPEE sesuai 

Penguatan 
kelembagaan 

standar system 

Kelembagaan, dan pendukung 
yang 

V V V V V 

Perencanaan penyelenggaran 
didukung-

SPBE 
perencanan 

dan 

anggaran 
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Sasaran 

Program Indeks Terna 

Capaian 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

di Kemenko 

Ma
r

ves 

Indeks Pengelolaan 

Pengawasan Kearsipan 

Kearsipan Modern dan 

Handal 

Kegiatan 

Penerapan Teknologi 

Inform.asi dan 

Komunikasi 

Penguatan Layanan 

Internal dan Eksternal 

Penguatan 

implementasi 

keterbukaan informasi 

Melakukan pengelolaan 

arsip sesuai kaidah 

dan aturan 

Mengimplementasikan 

digitalisasi arsip 
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Kriteria 

Keberhasil,an 

Terselenggaranya 

penerapan TIK 

Terfasilitasinya 

layanan 

inforrnasi lingkup 

internal 

Kemudahan 

akses 

memperoleh 

informasi 

Terlaksananya 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi dalam 

pengelolaan 

kearsipan 

Pelaksanaan 
Ukuran 

Keberhasilan 
Darnpak 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tingkat 

layanan 

operasi V V V V V 

teknologi 

informasi 

Tingkat 

kepuasan V V V V 

layanan 

Tersedianya Mendorong 

infonnasi transparansi 
V V V V 

yangmudah dan 

diakses dan akuntabilitas 

akuntabel 

Kemudahan 

Tersedianya menemukan 

sistem arsip,menghe 
V V V V V 

aplikasi mat ruangan 

pengelolaan dan 

kearsipan mengurangi 

resiko 
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Sasaran Pelaksanaan 
Kriteria Ukuran 

Program Indeks Terna Kegiatan Dampak 
Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Capaian 

kehilangan 

arsip 

Indeks Pengelolaan Melakukan pengelolaan 
Terlaksananya 

pengelolaan 
Pengelolaan Keuangan dan keuangan secara tepat Tersedianya V V V V V 

Aset dan sesuai aturan 
keuangan sesuai Pengelolaan 

Aset yang laporan SA[ 
ketentuan keuangan dan 

Handal dan BMN 

Indeks 
Melakukan pengelolaan 

Pelaksanaan Kemenko 
aset yang 

atas aset sesuai akuntabel 
Pengelolaan pengelolaan BMN Marves V V V V V 

Keuangan 
dengan kaidah dan 

sesuai peraturan 
aturan yang berlaku 

Proses bisnis 
Struktur 

Pengembangan proses 
yang mengatur 

organisasi 

bisnis instansi dan 
urusan yang Peta proses 

sesuai dengan V V V V V 

dilaksanakan dan Bisnis 
Prosedur Kerja unit kinerja yang 

Organisasi 
pengelompokan 

diharapkan 
urusan 

Kemenko 
Pelaksanaan 

Marves 
SOP disusun pekerjaan 

Penyelarasan Proses 
berdasarkan SOP terencana dan V V V V V 

bisnis dan SOP 
proses bisnis sesuai 

harapan 
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5. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Tabel 21. 

Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara 

Sasaran Indeks Kriteria Ukuran Pelaksanaan 
Program 

Capaian 
Terna Kegiatan 

Keberhasilan Keberhasilan 
Dam.pak 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tersedianya 
Penataan kebijakan 

dan Terlaksananya terkait Tata Kelola 
Indeks 

Penguatan 
Penyiapan kebijakan 

kebijakan pengelolaan Pemerintaha 
Profesionalitas terkait Manajemen ASN V V V V 

SDM ASN pengelolaan ASN SOM di n di 
ASN 

Kemenko 
di Keme;nko Marves 

secara professional Kemenko Kemenko 

Marves Marves menjadi 
transparan, 

Implementasi Terlaksananya merit Tersedianya 
akuntabel 

Indeks Merit dan 
Sistem 

manajemen ASN sistem secara ASN yang 
professional 

V V V V V 

berbasis merit sistem berkelanjutan professional 

Sistern 
Manajernen fndeks Tata Penetapan ukuran 

Tersusunan Tersedianya 

SDMASN Kelola kinerja individu 
indikator / ukuran Sasarakan V V V V V 

Manajemen ASN kinelJ·a individu Kinerja Pegawai 

Pernbayaran Meningkatn 
Monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja Tunjangan ya kinerja 
kinerja individu secara dilakukan setiap Kinerja pegawai dan V V V V V 

berkala bulan Berdasarkan organisasi 
Capaian Kinerja 
Individu 

irn.plementasi Reward
Tersusunnya pemberian 

and Punishment V V V V V 

Berdasarkan kinerja 
pedoman pemberian penghargaan 

jdih.maritim.go.id

https://jdih.maritim.go.id


- 78 -

Sasaran Indeks Kriteria Ukuran Pelaksanaan 
Program 

Capaian 
Terna Kegiatan 

Keberhasilan Keberhasilan 
Dampak 

2020 2021 2022 2023 2024 

penghargaan dan danhukuman 

hukuman kepada pegawai 

Pengembangan 
Tersusurtnya 

Rencana 

kompetensi dan karir 
penilaian kebutuhan 

kebutuhan 

ASN berdasarkan lrnsil 
diklat pegawai 

Diklat sesuai V V V V V 

monc.v kinerja dan 
berbasis kompet.cnsi 

tugas dan 
sesuai kinerja yang 

kebutuhan organisasi 
diharapkan 

fungsi 

Tersusunya 

Pengembangan nilai- Terlaksananya nilai-nila 

nilai untuk menegakkan Budaya Kerja Budaya kerja V V V V V 

integritas ASN Kemenko Marves Kemenko 
Marves 

a. Sistem
Informasi
Kepegawaian Kemudahan 

Tersedianya 
Berbasiskan penyimpana 

Pemanfaatan dan Penyimpanan dan 
Aplikasi n dan 

penguatan IT dalam penyajian di;l.ta 
b. sistem pencaraian 

V V V V V 

manajemen ASN pegawai secara 
infonnasi data serta 

kepegawaian pemetaan 
digital 

untuk kualitas 

pengembanga pegawai 

n karir dan
talenta ASN

Pengembangan 
Hasil assessment Assessment Peningkatan 

implementasi 
pegawai yang selalu pegawai kompetensi V V V V 

Manajemen Talenta 
Up to date berkelanjutan pegawai 

(Talent pooQ 
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6. Penguatan Akuntabilitas

Tabel 22. 

Penguatan Akuntabilitas 

Sasaran Terna Pelaksanaan 
Kriteria Ukuran 

Program Indeks Kcgiatan Dampak 
Kebcrhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Capaian 

Pcngclolaan Tersusunnya 
Terlaksananya 

Akuntabilitas Penyu sunan rencana Tersusunnya Progam clan 

Kinerja kerja yang terintegrasi Renstra dan Kegiatan yang 
program 

Kemenko clan lintas sektor Renja selaras dengan 
pembangunan bidang 

V V V V 
kemaritirnan clan 

Marves ( collaborative and Kementerian dan renstra dan 

crosscutting) Unit yang selaras RPJMN 
investasi yang efektif 

dan efisien 

Keikutsertaan 
Nilai SAKIP Pelibatan pimpinan Tecapainya k:inerja 

dalam pengelolaan 
Pimpinan dalam Meningkatnya 

organisasi dan unit V V V V V 
Penguatan pengelolaan nilai SAKIP unit 

SAKIP unit sesuai perencanaan 
Aktmtabilitas SAlCIP 

Melakukan Pelaksanaan 

penyelarasan kinerja tugas dan fungsi 
Tersusunnya Pemahaman pegawai 

pohon kinerja terkait k:inerjanya yang 
unit kepada kinerja sesuai dengan V V V V V 

organisasi (goal and kinerja yang 
(goal and strategy berdampak terhadap 

cascading) organisasi 
strategy cascade) clitetapkan 

fncleks Pelaksanaan Terselenggaranya Terimplemetasiny Tecapainy<j. kinerja 

Perencartaan monitoring clan kegiatan monev a rekomenclasi organisasi clan unit 
V V V V 

evaluasi k:inerja secara kinerja secara perbaikan sesuai tujuan dan 

berkala berkala layanan dan sasaran program 
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Sasaran Terna Pelaksanaan 
Kritcria Ukuran 

Program lndeks Kegiatan Dampak 
Keberhasilan Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Capaian 

kinerja atas hasil 

monev 

Tersedianya 

sistem informasi 

Pengintegrasian sistem 
Updating Sistem 

kinerja Marves 
Data informasi Kinerja 

infonnasi kinerja, terintegrasi 
Infqrrnasi Kinerja yang up to date dan V V V V 

perencanaan, dan 
Kemenko Marves 

dengan penilaian 
real time 

penganggaran kinerja, 

perencanaan dan 

anggaran 

Penguatan Pemetaan 

implementasi value for 
Penyusunan 

stakeholder dan 

money dalam rangka 
anggaran berbasis 

penyebaran 
Penggunaan anggaran 

pada kinerja yang tepat sasaran V V V V 
merealisasikan anggaran 

anggaran berbasis 
organisasi dan 

berdasarkan 
dan berhasil guna 

unit 
kinerja; program prioritas 
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7. Pengawasan

Tabel 23. 

Pengawasan 

Sasaran Terna 
Kriteria 

Pelaksanaan 
Program Indeks Kegiatan 

Keberhasilan 
Ukuran Keberhasilan Dampa_k 

Capaian 
2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan Intemalisasi Meningkatnya Keberhasilan 

Maturitas peran APIP pemahaman pemahaman SPIP Meningkatnya Maturitas pelaksanaan 
dalam 

V V V V 

SPIP pegawai terhadap kepada APIP dan SPIP program dan 
rrieningkatkan SPIP seluruh pegawai kegiatan unit 

Tata Kelola 

Pemerintahan Pelaksanaan Diklat Jumlah auditor yang 
yang baik peningkatan 

Meningkatnya 
mengikuti diklat 

APIPyang 
V V V V V 

kemampuan APIP 
Kompetensi APIP 

kompetensi APIP 
kompeten 

Kapabilitas 
APIP 

Pelaksanaan 
Tedaksimanya 

Pemenuhan Rasia asesmen clan Jumlah SOM APIP sesuai 
pengawasan yang V V V V 

APIP rekrutmen SDM kebutuha organisasi 
efektif dan efisien Penguatan APIP 

Pengawasan Penggunaan 

Indeks Tata 
Melakukan anggaran dan 

Kelola 
pengelolaan dan penerapan 

Rendahnya temuan 
akuntabilitas kegiatan sesuai 

Pengadaan pemeriksa dalam V V V V V 

Barang dan 
keuangan sesuai dengan 

penggunaan anggaran Administrasi 
kaidah dan aturan perencanaan dan 

Jasa 
yang berlaku ketentuan yang 

pemerintahan yang 

berlaku 
baik (Good 

Melakukan Terlaksananya 
Governance) 

pengawasan atas Pengadaan barang Penyimpangan dalam 
Opini BPK pengadaan barang dan jasa yang pengadaan barang dan V V V V V 

dan jasa sesuai sesuai ketentuan jasa semakin kecil 
aturan yang berlaku 
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Sasaran Terna 
Kriteria PeJaksanaan 

Program Indeks Kegiatan Ukuran Keberhasilan Dampak 
Capaian 

Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Pembangunan unit 
Pendampingan 

kerja Zona 
dalam Jumlah penetapan unit 

pembangunan kerj a se bagai V V V V 

Integritas Menuju 
zona integritas di WBK/WBBM pelayanan yang 

WBK/WBBM 
unit kerja baik dan bebas 

Laporan Penerimaan gratifikasi 
dari KKN 

Pengendalian 
Gratifikasi oleh dan potensi gratifikasi V V V V 

gratifikasi 
UPG semakin mengecil 

Terlaksananya 
Tersedianya laporan Per:baikan penanganan 

monev terhadap pengaduan dan tindak lanjut pengaduan pelayanan kepada V V V V V 

komplain 
pengaduan dan 

clan komplain stakeholder /publik 
komplain 

Penyusunan 
Penerapan 

Tersusunnya Rencana Adininistrasi 
manajemen risiko 

manajemen risiko 
Tindak Pengendalian Pemerintahan yang V V V V V 

unit 
pada seluruh unit 

(RTP) baik (Good 
kerja 

Governance) 

Implementasi 
Terlaksananya 

Terimplementasinya 
sosialisasi 

Kebijakan Whistle Kebijakan Whistle - V V V V 

Bl,owing System 
Kebijakan Whistle 

Blowing System 
Blowing System 

Pelaksanaan 
Terlaksananya 

Tidak terdapat benturan Keberhasilan sosialisasi dan 
pemantauan 

pemetaan potensi 
kepentingan dan mampu pelaksanaan 

V V V V V 

benturan 
benturan 

memitigasi risiko program dan 
kepentingan 

kepentingan 
benturan kepentingan kegiatan unit 

Peningk:atan Intemalisasi Meningkatnya 
Tersusunnya 

Penguatan Maturitas peran APIP pemahaman pemahaman SPIP 
V V V V V 

Pengawasan SPIP dalam pegawai terhadap kepada APIP clan 
perencanaan 

meningkatkan SPIP seluruh pegawai 
pengendalian unit 
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Sasaran Terna 
Kriteria Pelaksanaan 

Program Indeks Kegiatan 
Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Dampak 

Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 

Tata Kelola Pelaksanaan Diklat Jumlah auditor yang 

Pemerintahan peningkatan 
Meningkatnya 

mengikuti diklat 
APIPyang 

V V V V V 

yang baik kemampuan APIP 
Kompetensi APIP 

kompetensi APIP 
kompeten 

Kapabilitas 

APIP Terlaksananya 

Pemenuhan Rasia 
Pelaksanaan 

Jumlah APIP sesuai 
pendampingan 

APIP 
asesmen dan 

kebutuha organisasi 
kepada seluruh V V V V V 

rekrutmen APIP unit kerja secara 

efektif 

Penggunaan 

Indek� Tata 
Melakukan anggaran dan 

Kelola 
pengelolaan dan penerapan 

Rendahnya temuan 
akuntabilitas kegiatan sesuai 

Pengadaan 
keuangan sesuai dengan 

pemeriksa dalam Administrasi V V V V V 

Barang dan 
kaidah dan aturan perencanaan dan 

penggunaan anggaran pemerintahan yang 

Jasa 
yang berlaku ketentuan yang 

baik (Good 

berlaku 
Governance) 

Terlaksananya 
pelayanan yang 

baik dan bebas 
Melakukan Pengelolaan 

Tersedianya barang dan dari KKN 
pengelolaan barang barang dan jasa 

Opini BPK 
dan jasa sesuai yang sesuai 

jasa sesuai kebutuhan V V V V V 

aturan ketentuan yang 
organisasi 

berlaku 

Pembangunan unit 
Pendampingan 

pelayanan yang 

kerja Zona 
dalam Jumlah penetapan unit 

baik dan bebas 

Integritas Menuju 
pembangunan kerja sebagai 

dari KKN 
V V V V V 

WBK/WBBM 
zona integritas di WBK/WBBM 

unit kerja 

Terlaksananya 
Jumlah laporan Perbaikan 

Pengendalian 
sosialisasi 

gratifikasi dan potensi pelayanan kepada 
V V V V 

gratifikasi 
gratifikasi 

gra tifikasi semakin stakeholder/ 

mengecil Publik 
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Sasaran Terna 
!Criteria Pelaksanaan 

Program Indi:;ks Kegiatan Ukuran Keberhasilan Dampak 
Capaian 

Keberhasilan 2020 2021 2022 2023 2024 

Terlaksananya 
Tersedianya laporan 

Administrasi 
penanganan 

rnonev terhadap Pemerintahan yang 
pengaduan clan tindak lanjut pengaduan V V V V V 

komplain 
pengaduan dan 

dan komplain 
balk (Good 

komplain Governance) 

Penyusunan Terlaksananya 
Tersusunnya rencana 

manajemen risiko penilaian dan 
kerja dengan 

V V V V V 
mempertimbangkan 

unit manajemen risiko 
risiko terkeci 

Implementasi 
Terlaksananya 

Terimplementasinya Administrasi 
Kebijakan "Whistle

sosialisasi 
Kebij"akan Whistle Pemerintahan yang V V V V V 

Blowing System 
Kebijakan Whistle 

Blowing System baik (Good 
Blowing System 

Governance) 

Pelaksanaan 
Terlaksananya 

Tidak terdapat benturan 
sosialisasi dan 

pemantauan 
pemetaan potensi 

kepentingan clan mampu 
V V V V V 

benturan 
benturan 

memitigasi risiko 
kepentingan 

kepentingan 
benturan kepentingan 

8. Pelayanan Publik

Tabet 24. 

Pelayanan Publik 
Sasaran Pelaksanaan 

Program Indeks Terna Kegiatan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Dampak 
Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 

Pengelolaan Penyusunan Terlaksananya 
Tersusunnya 

Pelayanan 
lndeks Pelayanan Publik Standar Pelayanan penyusunan standar 

a. 
memiliki 

Pelayanan Permenko Marves 
Pelayanan berbasis eleketronik Minirnaldan pelayanan minimal jaminan dan V V - -

Publik 
Publik dan terintegrasi Maklumat dan maklumat 

tentang Standar 
perlindungan 

Untuk Peningkatan Pelayanan pelayanan unit 
Pelayanan 

hukum 
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Sasaran Pelaksanaan 
Program Indeks Terna Kegiatan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Dampak 

Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 

Layanan clan Kinerja b. Tersedianya

Organisasi Maklumat

Pelayanan Unit

Meningkatnya indeks 

Pelaksanaan Survei 
kepuasan stakeholder 

clan pengukuran Terlaksananya 
atas la,yanan dan 

Kepuasan penilaian kepuasan 
kinerja serta 

Meningkatnya Tersedianya laporan V V V V 
Masyarakat/ stakeholder secara 

hasil survey dan kinerja 
Stakeholder secara berkala (Survei) 

rekomendasi organisasi clan 

berkala 
perbaikan serta pelayanan 

tindaklanjutnya menjadi 

Melakukan Tersedianya inovasi 
semakin mudah 

Terlaksananya dan dapat 
perbaikan sistem 

perbaikan sistem 
layanan dalam. rangka 

menjangkau 
pelayanan melalui 

pelayanan publi¼: 
perbaikan sistem 

lebih banyak 
pencipataan inovasi pelayanan 

stakeholder 
Melakukan 

Pengembangan Sistem 
Penggunaan Sistem 

pengintegrasian 
Infonnasi pelayanan 

informasi pelayanan 

dan pengembangan terpadu dalam V -

publikyang 
- -

sistem informasi 
tcrintegrasi 

pemberian pelayanan 

Survey pelayanan publik 

Kepuasan Melaksanakan 
Kepuasan 

Masyarakat monitoring dan Terselenggaranya Tersedianya laporan 
masyarakat dan 

evaluasi atas kegiatan monev atas monev dan 
meningkatnya V V V V V 

pelaksanaan kebijakan pelayanan tindaklanjut basil 
kinerja 

kebijakan publik evaluasi 
organisasi 

pelayanan publik 
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Sasaran Pelaksanaan 

Program Indeks Terna Kegiatan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Dampak 

Capaian 
2020 2021 2022 2023 2024 

Melakukan 
Tersedianya kebijakan Sosialisasi 

pengelolaan 
pen an gang an kebijakan/SOP Pelayanan 

pengaduan 
pengaduan pelayanan penanganan Penanganan 

pelayanan publik 
publik di Kemenko pengaduan pelayanan Pengaduan Jebih 

V V V V 
Marves clan publik di Kemenko cepat dan 

secara terpadu, 
pembentukan Tim Marves terkelola dengan 

tuntas dan 

berkelanjutan 
pelayanan pengaduan baik 

Pelayanan Publik 

Penilaian stakeholder Kepercayaan 

Melakukan Terlaksananta terhadap masyarakat 

pengelolaan opini pengelolaan opini kebijakan/layanan semakin V V V V V 

publik publik Kemenko Marves meningkat 
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4.4 Quick Wins Kemenko Marves 

Quick Wins adalah program prioritas Kementerian yang mengandung 

unsur Reformasi Birokrasi untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) 

tahun. Dalam arahannya, Kementerian PANRB ingin seluruh K/L dan Pemda 

melaksanakan Quick Wins bersama (Mandatory) pada tahun 2020 yaitu 

Penyederhanaan Birokrasi melalui pengalihan jabatan eselon III, eselon IV dan 

eselon V menjadi Jabatan Fungsional yang lebih menghargai keahlian dan 

keterampilan dengan batas waktu pengusulannya kepada Kementerian PANRB 

paling lambat akhir Juni 2020, sedangkan pelantikan dan pengangkatan ke 

dalam Jabatan Fungsional paling lambat Desember 2020. Selain menetapkan 

quick wins mandatory, setiap K/L harus menetapkan quick wins mandiri. 

Untuk itu dalam 5 (lima) tahun ke depan, setiap tahunnya Kemenko Marves 

akan menetapkan Quick Wins melalui Keputusan Menteri. 

Tabel 25. 

Quick Wins Kemenko Marves 

Mandatory 

Mandiri 

Penyederhanaan 

Birokrasi 

1. Penyelesaian Isu di

Bidang Kemaritiman

dan Investasi

2. Penyelesaian

Program/Kegiatan

terkait Dukungan 

Manajerial 

4.5 Manajemen RB Kemenko Marves 

b. Pengusulan Kepada

Menteri PANRB: Paling

Lambat Juni 2020

c. Pelantikan/Pengangkatan:

Paling Lambat Desember

2020

1 (satu) Tahun 

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan manaJemen 

pelaksanaan RB agar pelaksanaan RB Kemenko Marves dapat dilaksanakan 

dengan baik. Dalam evaluasinya, Menteri PANRB menyampaikan bahwa 

terdapat 2 jenis manajemen pelaksanaan RB, yaitu menggunakan organisasi 
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internal dan dengan tim Ad Hoc. Keduanya memiliki kekurangan dan 

kelebihannya masing-masing. 

Kemenko Marves melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan 

pengorganisasiannya berupa tim Ad Hoc dalam bentuk Kelompok Kerja (pokja) 

delapan area perubahan. Pokja ini juga bertingkat pada Unit kerja dalam 

bentuk Pokja Reformasi Birokrasi Pusat dan Unit. Selain itu, dalam 

pembangunan Zona Integritas juga memiliki kelompok kerja pembangunan 

zona integritas di unit kerja. Dalarn pelaksanaan RB, terdapat pula peran agen 

perubahan sebagai penggerak perubahan/role model agar pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dapat terinternalisasi dan terlaksana dengan cepat. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Focus 

Group Discussion, dan Workshop. Secara informal kegiatan Reformasi Birokrasi 

dilaksanakan oleh para Agen Perubahan di unitnya masing-masing. Dalam 

rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian tujuan dan sasaran 

Reformasi Birokrasi di aktualisasikan dengan penyusunan rencana kerja pada 

masing-masing area perubahan setiap tahunnya dan dilakukan monev oleh 

Inspektorat dan dikoordinasikan oleh uhit yang membidangi Reformasi 

Birokrasi di Kemenko Marves. 
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BAB V 

PENUTUP 

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2020-2024 menjadi 

pedoman (guidance) untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko 

Marves Periode 2020-2024. Road Map ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019. 

Dalam proses penyusunannya, telah mengakomodir arahan dan masukan dari seluruh 

unit kerja Eselon I lingkup Kemenko Marves, serta dukungan data dan informasi terkait 

implementasi Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, menyelaraskan dengan Rencana 

Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020.  

Reformasi bukanlah sebuah perjalanan terputus, namun suatu proses terus 

menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian yang telah 

diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan 5 

(lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, dokumen Road   Map ini selalu dinamis dan 

dapat disempurnakan kembali jika ada perubahan strategis untuk mencapai tujuan 

Reformasi Birokrasi. Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen 

tinggi, kesabaran, keteguhan, konsistensi dan tanggung jawab pimpinan serta seluruh 

jajaran aparatur di lingkungan Kemenko Marves. Namun demikian, Reformasi 

Birokrasi ini tidak akan optimal apabila tidak didukung para pemangku kepentingan 

Kemenko Marves, baik aparatur pemerintah lainnya, masyarakat, maupun para pelaku 

bisnis. 

Demikian Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Marves 2020-2024 ini 

disusun agar dapat menjadi instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi bagi semua aparatur di lingkungan Kemenko Marves untuk 

mencapai sistem pengelolaan pemerintahan yang berkelas dunia. 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN 

INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

LUHUT B. PANDJAITAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI 

Kepala Biro Hukum, 

Budi Purwanto  

NIP. 19640215 199003 1 002 
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